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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum wr. wb.
Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur atas karunia dan rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
memberikan keberkahan kepada kita dengan telah selesainya penyelenggaraan Musyawarah
Nasional (Munas) ke-X PPNI di Bali. Tujuan Munas adalah menetapkan dan memantapkan
arah gerak Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebagai organisasi Profesi Perawat
dalam mengkawal profesionalisme Perawat Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Perjuangan mewujudkan tujuan PPNI sebagai Organisasi Profesi tersebut di atas dapat
diwujudkan dengan langkah-langkah strategis di antaranya upaya penguatan Organisasi
(straightening organization) dan Pengkawalan Keprofesian Perawat sesuai dengan kaidah-
kaidah yang diyakini oleh Perawat Indonesia yang tergabung dalam PPNI. Dua hal tersebut
adalah produk/hasil utama Munas ke-X PPNI di samping suksesi kepemimpinan.

Penguatan Organisasi PPNI pada semua level dari pusat sampai komisariat dan anggota dapat
terwyjud dengan landasan utama organisasi yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga (AD dan ART) yang baik, maka dari itu Munas ke-X PPNI di Bali sepakat menetapkan
perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART). Pengkawalan
Keprofesian Perawat harus dilakukan PPNI di masa mendatang harus sesuai dengan kebutuhan
kondisi terkini profesi perawat dan hal tersebut telah disepakati oleh Munas ke-X PPNI dengan
menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja yang merupakan langkah-langkah strategis
organisasi yang harus dijalankan.

Hasil Munas ke-X PPNI ini harus dipahami dengan mudah oleh seluruh pengurus dan anggota
maka dibuat dalam bentuk buku yang lengkap sebagai panduan bagi teman sejawat dalam
menjalankan kegiatan PPNT dalam kurun waktu 2021-2026. Semoga dengan adanya buku hasil
Munas ini dapat bermanfaat dan meningkatkan citra PPNI sebagai Organisasi Profesi yang
modern.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama untuk
mensukseskan Munas ke-X PPNI di Bali, semoga segala kerja sama dan dukungan tersebut
menjadi amalan yang baik demi kemajuan profesi perawat di Indonesia. Selamat berjuang,
terus maju dan pantang menyerah.

Dewan Pengurus Pusat PPNI
Ketua Umum,

Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H.
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KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 122/DPP.PPNI/SK/K.S/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) yang
diselenggarakan sctiap lima tahunan satu kali merupakan
kekuasaan tertinggi organisasi PPNI.

b. bahwa untuk terlaksana dan lancarnya kegiatan Munas PPNI
diperlukan adanya tuan rumah yang bertanggung jawab
tersedianya fasilitas dan tempat penyelenggaraan.

¢. bahwa Munas IX PPNI di Sumatera Selatan telah memutuskan
Bali sebagai tuan rumah Munas X PPNI.

d. bahwa diperlukan penyesuaian susunan panitia penyelenggara
Munas X di Bali

e. bahwa perubahan susunan panitia penyelenggara Munas X di Bali
perlu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus

Pusat PPNL
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R1 Nomor
AHU-93.AH.01.07. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan
Hukum Perkumpulan kepada PPNI.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil
MUNAS IX di Palembang, Sumatera Selatan.

6. Keputusan MUNAS VII No: 13/MUNAS-VIII/PPNI/2010 tentang
Tempat Penyelengaraan MUNAS X Persatuan Perawat Nasional
Indonesia Tahun 2020.

7. Surat dari Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Bali Nomor:
1070/DPW.PPNI/S.1/K.S/X11/2018 tanggal 23 Desember 2018
Perihal Daftar Nama Panitia MUNAS PPNI tahun 2020.

8.  Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat PPNI tanggal 9 April 2017 di
Jakarta

9. Keputusan DPP PPNI Nomor: 011/DPP.PPNI/SK/K.S/1/2019
tentang Susunan Panitia Musyawarah Nasional (MUNAS) X
Tahun 2020 Persatuan Perawat Nasional Indonesia

10. Keputusan DPP PPN! Nomor: 001/DPP.PPNI/SK/K.S/1/2020
tentang Perubahan Susunan Panitia Musyawarah Nasional
(Munas) X Tahun 2020 Persatuan Perawat Nasional Indonesia

11. Keputusan DPP PPNI Nomor: 099/DPP.PPNI/SK/K.S/VIII/2021
Perubahan Waktu Pelaksanaan Musyawarah Nasional X Persatuan
Perawat Nasional Indonesia
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Memperhatikan - 1. Hasil Rapat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Munas X
PPNI tanggal 25-26 September 2021
2. Surat DPW PPNI Provinsi Bali Nomor:
0438/DPW.PPNI/S1/SP/K.S/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021
perihal Revisi SK Panitia MUNAS X PPNI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) X PERSATUAN
PERAWAT NASIONAL INDONESIA

KESATU : Perubahan Susunan Panitia Munas X di Bali sebagaimana terlampir,
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Susunan Panitia Munas X PPNI sebagaimana terlampir dalam Surat

Keputusan DPP PPNI Nomor: 001/DPP.PPNI/SK/K.S/1/2020 tentang
Perubahan Susunan Panitia Musyawarah Nasional (Munas) X Tahun
2020 Persatuan Perawat Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku
sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Penyelenggara Munas X PPNI terdiri dari Panitia Pengarah
(Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
yang masing-masing susunannya sebagaimana terlampir pada Surat
Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Panitia Penyelenggara
1. Tupgas Panitia Pengarah.

a) Membuat rancangan jadwal Munas dan Persidangan.

b) Membuat rancangan materi Munas termasuk Panduan-panduan
Persidangan.

c) Bersama Panitia Pelaksana melakukan Koordinasi pada pihak-
pihak luar PPNI dalam hal dukungan penyelenggaraan Munas.

d) Memberikan panduan dan arahan kepada Panitia Pelaksana
dalam hal Persiapan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Munas.

€) Bersama Panitia Pelaksana mengkoordinasikan kepada Dewan
Pengurus Wilayah Provinsi PPNI dan Dewan Pengurus
Kabupaten/ Kota PPNI dalam hal kepesertaan.

f) Bersama Panitia Pelaksana mencari dukungan dana atau sponsor
untuk pembiayaan Munas.

g) Berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat PPNI dalam
setiap tahap Munas (Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan).

2. Tugas Panitia Pelaksana.

a) Mempersiapkan tempat penyelenggaraan Munas beserta
kelengkapan sarana dan peralatan yang diperlukan.

b) Mengatur akomodasi, konsumsi penyelenggaraan Munas.

c) Memfasilitasi kebutuhan transportasi dan penginapan.

d) Mengumpulkan dana dari pendaftaran peserta, dan dari pihak
lain (sponsor).

€) Menunjuk personalia yang bertanggung jawab untuk
mendukung Proses Munas dan Persidangan.

f) Melaksanakan penggandaan dan pendistribusian  materi
MUNAS.

g) Mempersiapkan dan menjamin pengamanan penyelenggaraan
MUNAS.

h) Membuat laporan pelaksanaan Munas kepada Dewan Pengurus
Pusat PPNI sesuai arahan Panitia Pengarah.

1) Bersama Panitia Pengarah mengupayakan segala sesuatu untuk
terlaksananya Munas dengan lancar.

[ 28]
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KELIMA : Panitia Pelaksana senantiasa berkoordinasi dengan Panitia Pengarah
dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Munas
(mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan).

KEENAM : Panitia Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan Munas kepada
Dewan Pengurus Pusat PPNI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
penyelenggaraan Munas.

KETUJUH : Biaya penyelenggaraan Munas X PPNI berasal dari Anggaran DPP
PPNI dan DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/ Kota, Peserta,
Peninjau, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD & ART
PPNI dan tanpa ikatan apapun.

KEDELAPAN : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat
PPNI melalui Panitia Pengarah.
KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Oktober 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Mustikasari
NIRA: 31730001926
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Lampiran: Surat Keputusan No. 122/DPP.PPNI/SK/K.S/X/2021 tentang Perubahan Susunan
Panitia Musyawarah Nasional (Munas) X Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

A. PANITIA PENGARAH
Penaschat : 1. Ketua Umum
2. Plt. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Ketua MKEK
Ketua :  Mustikasari
Wakil Ketua . Dedi Afrizal
Sekretaris I : Rohman Azzam
Sekretaris 11 : Nuniek Noorfiani
Sekretaris 111 : Elsi Dwi Hapsari
Bendahara : Aprisunadi
Seksi Pelaporan Yeti Resnayati
Nursalam
Erwin
Masfuri
Ati Suryamediawati
Sutrisno
Sugiyanto
Irna Nursanti
Sumijatun
. Ahmad Efendi Kasim
1. Jasmen Ojak Haholongan Nadeak
Miciko Umeda
Wawan Anif Sawana
Agung Waluyo
Agnes Elly K
Abdul Rakhmat
Nani Rukmanah
Sigit Mulyono
Suriadi
Achirman
10. Muhamad Adam
Ahmad Eru Saprudin
Oman Fathurohman
Maryanto
Jajat Sudrajat
Asep Gunawan
Awan Dramawan
Dinni Irawaty
Jepri
Arisya Apriliayant
Belyas Marhalim

Seksi llmiah dan Materi Sidang
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Seksi Persidangan

W =

Kesekretariatan
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Lampiran: Surat Keputusan No. 122/DPP.PPNI/SK/K.S/X/2021 tentang Perubahan Susunan

Panitia Musyawarah Nasional (Munas) X Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

B. PANITIA PELAKSANA

Penasehat

Ketua

Wakil Ketua I
Wakil Ketua IT
Wakil Ketua ITT
Wakil Ketua IV
Sekretaris T
Sekretaris IJ
Bendahara [
Bendahara II
Bidang
Kesekretariatan

Bidang Acara

Bidang Ilmiah

PENAN A NN SO ® AR LT D S0 RN 0w

L.

2
3
4.
5
6.
I

Ns.

10

Gubernur Provinsi Bali

. Bupati/ Walikota
. Ketua Umum DPP PPNI

Sekretaris Jenderal DPP PPNI

. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi PPNI

I Dewa Agung K Sudarsana

Gst. Ngurah Ketut Sukadarma, S.Kp., M.Kes
Ns.
Ns.
Ns.
Ns.
Ns.
Ns.
[ Wayan Wiratama, SH., S.Kep

I Wayan Suardana, S.Kep.,M.Kep

I Kadek Prastikanala, S.Kep, MSi

I Ketut Suardana, S.Kep., M.Kes

I Made Suja, S.Kep, SH. MSi

I Made Artana, SST.,S.Kep

Ni Komang Sukraandini,S.Kep.,MNS

I Made Mahardika, S.Kep

Ns. I Made Sukarja, S.Kep.,M.Kep

Ns. I Dewa Gede Candra Dharma, S.Kep
Ns. [ Wayan Winarta, S.Kep

Ns. I Made Sukmawijaya, S.Kep.,M.Kep
Ns. I Gst. Alik Wirawan, S.Kep

Ns. I Wayan Suwirja S.Kep

Ns. I Ketut Sudiarta, S.Kep.,M.Kep

Ns. Ni Luh Gede Suwartini, S,Kep

Ns. I Putu Arsila, S.Kep

. Ns. Komang Adi Nurjayana, S.Kep
- Ns. I Komang Alit Susilayasa, S.Kep

Ns. Dewa Gede Anom S.Kep. SPd.,MM

Ns. Ni Komang Ayu Resiyanthi, S.Kep., M.Kep
Ns. Oktarina, S.Kep

Ns. Ni Ketut Dian Erlyana, SKM.,S.Kep.

Ns. NLP Yunianti S.C., S.Kep.M.Pd

Ns. Ni Putu Erawati, S.Kep

Ns. I Wayan Arsiawan Adi, S.Pd.,SE.,S.Kep.,MPH
Ns. I Nengah Wirata, S.Kep

Ns. [ Made Sudiana, S.Kep

I Gede Putu Darma Suyasa, S.Kp.,MNg.,Ph.D

Ns. Ni Nengah Runiari, S.Kep., M.Kep.,Sp. Mat
Ns. Ni Ketut Ayu Mirayanti, S.Kep.,M.Kep

Ns. Ni Made Adi Yudari, S.Kep

DR. Komang Ayu Henny Achjar, SKM., M.Kep. Sp. Kom
Komang Ayu Mustriwati, S.Kp.,MPH

Ns. I Wayan Murjana, S.Kep.,M Fis

Ns. I Putu Artawan, S.Kep

Ns. Ni Ketut Budiarmasih, S.Kep

Ns. I Wayan Candra S.Kep., M.Si
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Bidang Humas

Bidang Konsumsi

Bidang Akomodasi
dan Transportasi

Bidang
Perlengkapan/
Keamanan

© 0 NG AR LN 00N AW N = =000 N AW
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1.
12.
13.

- o

9

10.
11.
12.

Komite Akreditas! Nasiona)

I DP Gede Putra Yasa,S.Kp.,M.Kep.Sp.KMB.
Ns. NLK Sulisnadewi, S.Kep., M.Kep.Sp.An
Ns. Putu Oka Yuli Nurhesti, S.Kep.,MM.,M.Kep
I Nyoman Dharma Wiasa, S.Kp., SH., MM.,M.Kes.,, MH
DR. Ns. I Made Sundayana,S.Kep., MSi

1.G.A Oka Swarningsih, SKM, MHA

Ns. I Wayan Darsana, S.Kep.,MM

Ni Nyoman Ayuningsih, S.Kp.,MM

DR . IPutu Ganda Wijaya, S Sos., MM

Ns. I Ketut Sulawa, S.Kep

Ni Ketut Dwi Korawati, S.Kep

Ns. I Made Udayana, S.Kep.,SH.,M.Kes

. DR. Ns. Dewa Made Puspa,S.Kep.,MSi
. Ns. I Gede Wardana, S.Kep., MAHSM

V.M.Endang SP Rahayu,S.Kp.,M.Pd.

Drs. | Made Karma, MM

Ns. Jovita Sengu, S.Kep

Ns. Ni Nyoman Suardani, S.Kep.,, MM

Ns. Ni Made Kencanawati, S.Kep

Ns. Ni Wayan Trisnadewi, S.Kep., M.Kes
Ns. Luh Made Oka Rusmini S. Kep.

Ni Wayan Dewi Tarini,S.Kep,Ns.,M.Kes
Ns. Made Oka Ari Kamayani, S.Kep.,M.Kep
I Wayan Sudiana, SKM.,MM

Ns. Abdul Azis, S.Kep., M.Kes

Ns. I Wayan Rudiana, S.Kep

Ns. I Ketut Yudana, S.Kep

I Gusti Putu Gde Buana Parta S.Kep., M.Kes
Ns. Ida Bagus Diksa, S.Kep

Ns. [ Nyoman Murjana, S.Kep

Ns. I Made Arnata, SST.,S.Kep., MARS

Ns. I Kadek Artawan, S.Kep.,M.Kep

. A. A Taruma Wijaya, SKM
. Ns. I Made Surata Witarsa, S.Kep.,M.Kes

Ns. T Putu Budiarsana, S.Kep.,MI

Ketut Gama, SKM, M .Kes

Ns. I Made Perakariadi, S.Kep

Ns. I Wayan Puspaadi, S.Kep

Ns. I Made Sumber Artawan, S.Kep..MSi
Ns. I Ketut Alit Adianta, S.Kep.,MSN
Ns. I Putu Sebita, S,Kep

Ns. I Gde Yasa Antarika, S.Kep

Ns. Dewa Putu Arwidiana, S.Kep.,MAP
Siluh Nyoman Alit Nuryani, BON., MN
Ns. Kurniasih Widayati, S.Kep.,M.Kes
Ns. I Nyoman Suka, S.Kep
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Sang Ketut Arta, SKM., M.Kes

Ns. I Kade Iman Darmawan, S.Kep.,M.Kep

DR. Ns. I Nyoman Ribek, S.Kep.,MPd

Ns. I Made Wikantra, S.Kep

I Gede Darma Arnaya, S.Kep

Ns. I Dewa Baskara, S.Kep.,MM

Ns. Dewa Sutarka, S.Kep

Septiary Endang Tri Kusumaningrum, Amd.Kep, SKM
Ns. I Putu Wirakusuma Putra, S.Kep., M.Kep

1 Wayan Sudiana, Amd. Kep

I Made Suasmita, Amd.Kep

1 Wayan Suwindiana, SST

I Kadek Rika Sumanda Putra, Amd. Kep

I Putu Agus Suryawan, Amd. Kep

Ns. Gede Eka Sutarjaya, S.Kep

Ns. I Nyoman Asdiwinata, S.Kep.,M.Kep

9. Ns.IPutu Agus Sujana Putra S Kep

10. Ns. I Made Hery Arjaya, S.Kep

11. Ns. 1 Putu Agus Sutresna, S.Kep

Kesehatan

Dokumentasi

0N ORI N R W

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Oktober 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Moustikasari
NIRA: 31730001926
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HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALL 20 - 23 OKTOBER 2021

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 01/ MUNAS-X/PPNLI/2021
Tentang

SUSUNAN DAN JADWAL ACARA MUNAS X PPNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang . a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk
menentukan dan menetapkan Jadwal Acara yang akan
berlangsung dalam MUNAS X PPNI di Denpasar, Bali

b. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI dilaksanakan pada tanggal
20-23 Oktober 2021

c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Musyawarah Nasional X
PPNI perlu ditetapkan Susunan dan Jadwal Acara MUNAS X PPN

d. bahwa Susunan dan Jadwal Acara Munas X PPNI periu ditetapkan
dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor : 06/MUNAS-IX/PPNI/2015

tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno | yang
membahas Susunan dan Acara serta Tata Tertib MUNAS X

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SUSUNAN DAN JADWAL ACARA MUNAS X PPNI

PERTAMA . Menetapkan dan mengesahkan susunan dan jadwal acara MUNAS X
PPNI sebagai terlampir.

KEDUA : Menetapkan dan mengesahkan bahwa susunan dan jadwal acara
MUNAS X PPNI seperti pada diktum pertama keputusan ini merupakan
bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Susunan dan Jadwal Acara seperti tersebut pada diktum pertama
merupakan panduan acara yang wajib diikuti dalam pelaksanaan
MUNAS X PPNI.

KEEMPAT : Susunan dan jadwal acara seperti tersebut pada diktum pertama

keputusan ini hanya bisa dirubah berdasarkan sidang khusus untuk itu
dalam MUNAS X PPNI.
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KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya MUNAS X PPNL.
KEENAM Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021
Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
Pimpinan Sementara
JABATAN NAMA
Ketua merangkap Anggota Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., 1.
S.H., M.Kep., M.H
Sekretaris merangkap Dr. Mustikasari, S.Kp.,
Anggota MARS »
Anggota Ns. Apri Sunadi, M.Kep., 3.
Sp.Kep.MB.
Anggota Ns. H. Dedi Afrizal, S.Kep., 4. \{ \
M.H.
\
Anggota Dr. Sutrisno, SKM., MH.Kes 5. "%_\
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 02/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PERATURAN TATA TERTIB MUNAS X PPNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang . a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk menentukan dan
menetapkan Tata Tertib MUNAS X PPNI di Denpasar, Bali

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban MUNAS X PPNI perlu
ditetapkan Tata Tertib MUNAS X PPNI sebagai acuan dalam
pelaksanaannya

c. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI dilaksanakan pada tanggal
20 — 23 Oktober 2021 di Bali.

d. bahwa Tata Tertib MUNAS X PPNI perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan MUNAS X PPNI

-_—

Mengingat . Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperwatan
2. Keputusan MUNAS [X PPNI Nomor 06/MUNAS-X/PPNI/2015

tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno | yang
membahas Susunan dan Jadwal Acara serta Tata Tertib MUNAS X

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN TATA TERTIB MUNAS X PPNI

PERTAMA . Menetapkan dan mengesahkan Peraturan TataTertib MUNAS X PPN
sebagai terlampir.

KEDUA :  Menetapkan dan mengesahkan bahwa Peraturan Tata Tertib MUNAS
X PPNI seperti pada diktum pertama keputusan ini merupakan bagian
tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA . Peraturan Tata Tertib seperti tersebut pada diktum pertama merupakan
panduan acara yang waijib diikuti dalam pelaksanaan MUNAS X PPNI.

KEEMPAT . Peraturan Tata Tertib seperti tersebut pada diktum pertama keputusan
ini hanya bisa dirubah berdasarkan sidang khusus untuk itu dalam
MUNAS X PPNI.
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KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya MUNAS X PPNI.
KEENAM Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021
Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
Pimpinan Sementara
JABATAN NAMA TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., 1.
S.H., M.Kep., M.H
Sekretaris merangkap Dr. Mustikasari, S.Kp., )
Anggota MARS ———
Anggota Ns. Apri Sunadi, M.Kep., 3 v
Sp.Kep.MB. ~1 .
Anggota Ns. H. Dedi Afrizal, S.Kep., 4. '=‘\
M.H.
Anggota Dr. Sutrisno, SKM., MH.Kes 5. . t
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TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
DENPASAR, BALI, 20 S/D 23 OKTOBER 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1). Musyawarah Nasional (MUNAS) Persatuan Perawat Nasional Indonesia
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Persatuan Perawat Nasional
Indonesia yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun selanjutnya dalam tata
tertib ini disebut MUNAS.

(2). Kedaulatan tertinggi organisasi ada di tangan anggota yang dilaksanakan
dalam MUNAS.

(3). MUNAS dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada peraturan dan
ketentuan yang berlaku.

BAB Il
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1). Mengesahkan kuorum, jadwal acara dan tata tertib MUNAS.

(2). Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUNAS.

(3). Menelaah pertanggungjawaban Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan hasil
MUNAS sebelumnya.

(4). Menyempurnakan dan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Organisasi, garis-garis besar program kerja Organisai dan
rekomendasi.

(5). Memilih dan melantik Ketua Umum terpilih.

(6). Menunjuk Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Tim Formatur.

(7). Memilih Anggota Tim Formatur dan Tim Perumus.

(8). Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel
Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Pusat.

(9). Memberikan mandat kepada Ketua Umum terpilih untuk melantik Pengurus
pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, majelis Kehormatan Etik Keperawatan
Pusat.

(10). Menetapkan tempat MUNAS berikutnya.
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BAB Il
UTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 3

(1). Utusan MUNAS terdiri dari Utusan dan Peninjau.
(2). Utusan waijib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utusan dari Dewan
Pengurus yang diwakilinya.

Pasal 4
(1).  Utusan MUNAS terdiri :
Utusan Dewan Pengurus Pusat 5 (lima) orang.
Utusan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi masing-masing 3 (tiga) orang.
Utusan Pengurus Kab/Kota masing-masing 3 (tiga) orang.
Utusan Dewan Pengurus Perwakilan Pengurus Luar Negeri masing-masing
3 (tiga) orang.
Utusan Dewan Pertimbangan Pusat 1 (satu) orang.
Utusan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat 1 (satu) orang .
Utusan Kolegium masing-masing 1 (satu) orang.
lkatan dan Himpunan masing-masing 3 (tiga) orang.

apoo

So o

(2). MUNAS X PPNI meniadakan peninjau dikarenakan kondisi pandemi.

(3). Pelaksanaan MUNAS X yang berlangsung dalam masa pandemi dilaksanakan
dengan metoda hybrid, yaitu sebanyak 619 orang hadir langsung di venue
utama (hotel Grand Inna Bali Beach) dan sisanya mengikuti acara MUNAS
secara daring dari hotel penyangga.

(4). Yang hadir di venue utama (hotel Grand Inna Bali Beach) adalah :

DPP. PPNI : 5 (lima) orang,

MKEK Pusat 1 (satu) orang,

Dewan Pertimbangan Pusat 1 (satu) orang,

DPW. PPNI masing-masing 2 (dua) orang,

DPLN masing-masing 1 (satu) orang,

DPD. PPNI Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) orang

Kolegium : 1 (satu) orang

Ikatan/Himpunan masing-masing 1 orang

So~eao0ow
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BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN UTUSAN

Pasal 5
Hak Utusan

(1). Utusan memiliki hak dipilih dan memilih.
(2). Utusan berhak menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis.
(3). Utusan berhak mendapatkan materi atau bahan MUNAS dan akomodasi

selama acara MUNAS berlangsung sepanjang telah memenuhi kewajiban yang
ditetapkan oleh Panitia MUNAS.
(4). Setiap utusan berhak mengikuti seluruh acara MUNAS.

Pasal 6
Kewajiban

(1). Setiap utusan wajib memiliki NIRA aktif.

(2). Setiap utusan wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil Swab PCR Negatif.

(3). Setiap utusan diwajibkan registrasi secara online kepada Panitia Pelaksana
(OC).

(4). Setiap utusan wajib mengisi daftar hadir dan melakukan scan QR Code dalam
setiap acara MUNAS.

(5). Setiap utusan wajib mematuhi protokol kesehatan, menjaga keamanan,
ketertiban dan etika selama berlangsungnya MUNAS.

(6). Setiap utusan wajib mengenakan Jas PPNI dan tanda pengenal (name tag)
selama berlangsungnya MUNAS.

(7). Setiap utusan berkewajiban tunduk dan taat pada tata tertib MUNAS.
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BABV
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 7
Hak Bicara

(1). Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan baik
secara lisan maupun tertulis.

(2). Semua utusan mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak diminta.

(3). Dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya, disampaikan
melalui Pimpinan Sidang, apabila tidak melalui pimpinan sidang tidak perlu
ditanggapi.

Pasal 8
Hak Suara

(1). Hak suara adalah hak untuk mengambil keputusan, baik melalui musyawarah
mufakat atau melalui voting.

(2). Dewan Pengurus Pusat memiliki 5 (lima) hak suara.

(3). Dewan Pertimbangan Pusat 1 (satu) hak suara

(4). Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat 1 (satu) hak suara

(5). Setiap Dewan Pengurus Wilayah Provinsi memiliki 3 (tiga) hak suara.
(6). Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri 3 (tiga) hak suara

(7). Setiap Dewan Pengurus Kabupaten/Kota memiliki 3 (tiga) hak suara.
(8). Kolegium memiliki 1 (satu) hak suara.

(9). Setaip Ikatan atau Himpunan memiliki 3 (tiga) hak suara.

(10). Pengurus Pusat setelah demisioner, tetapi memperoleh mandat sebagai
utusan tetap memiliki hak suara.

Pasal 9
Tata Cara Menyampaikan Pendapat

(1). Dalam menyampaikan pendapat dan atau pertimbangan setiap utusan terlebih
dahulu meminta izin kepada Pimpinan Sidang.

(2). Apabila Pimpinan Sidang memberikan izin, utusan bersangkutan baru
diperkenankan menyampaikan pendapat dan atau pertimbangannya.

(3). Lamanya penyampaian pendapat atau pertimbangan secara lisan dibatasi
hanya 3 (tiga) menit untuk setiap orang.

(4). Apabila seseorang menyampaikan pendapat atau pertimbangan melebihi
waktu 3 (tiga) menit, Pimpinan Sidang berwenang untuk menghentikannya.

(5). Apabila utusan belum merasa puas terhadap jawaban dari Pimpinan Sidang
terhadap pendapat dan atau pertimbangannya, yang besangkutan berhak
meminta klarifikasi ulang dari pimpinan sidang ataupun dari utusan lain setelah
sebelumnya diizinkan oleh pimpinan sidang.
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BAB VI
Alat-Alat Kelengkapan MUNAS
Pasal 10
Alat kelengkapan MUNAS terdiri dari :
(1). Pimpinan MUNAS
(2). Sidang Pleno
(3). Sidang Komisi-komisi
(4). Tim Formatur
(5). Tim Perumus
Pasal 11

Pimpinan MUNAS

(1). MUNAS dipimpin oleh Pimpinan MUNAS.

(2). Pimpinan MUNAS berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua
merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, seorang
Sekretaris merangkap Anggota dan 2 (dua) orang Anggota.

(3). Komponen Pimpinan Munas terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan Dewan
Pengurus Pusat dan 3 (tiga) orang perwakilan utusan dari Dewan Pengurus
Wilayah Provinsi yang menggambarkan Inddonesia Barat, Indonesia Tengah
dan Indonesia Timur.

(4). Pimpinan MUNAS dipilih dan disahkan dalam Sidang Pleno Il MUNAS.

(5). Penentuan posisi dan pembagian tugas diantara Pimpinan MUNAS ditentukan
berdasarkan kesepakatan diantara Anggota Pimpinan MUNAS.

(6). Pimpinan MUNAS berwenang dan bertugas:

a. Memimpin sidang-sidang MUNAS sampai MUNAS selesai
b. Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS
c. Melantik Ketua Umum terpilih

(7). Tugas dan kewenangan Pimpinan MUNAS berakhir ketika Ketua Umum terpilih
sudah selesai dilantaik.

(8). Sidang MUNAS selanjutnya dipimmpin oleh Ketua Umum terpilih sampai
sidang pleno penutupan MUNAS.

(9). Pimpinan MUNAS menyerahkan kewenangan, hasil MUNAS dan kekuasaan
Organisasi kepada Ketua Umum terpilih.
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HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR. BALL 20 - 23 OKTOBER 2021 @

Pasal 12
Pleno

Sidang Pleno adalah persidangan dalam MUNAS yang diikuti oleh seluruh
utusan MUNAS yang membahas:

a. Tata tertib dan Jadwal MUNAS;

b. Pemilihan Pimpinan MUNAS;

c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Periode 2015-2020;

d. Hasil-hasil Sidang Komisi;

e. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2026;

f. Pembentukan Tim Formatur;

g. Pelantikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat periode 2021-2026; dan
h. Penutupan MUNAS.

Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan MUNAS.

Pasal 13
Komisi

MUNAS dapat membentuk Komisi/Sub Komisi sesuai dengan kebutuhan.
Setiap utusan MUNAS wajib menjadi salah satu Anggota Komisi, kecuali
Pimpinan MUNAS.

Pimpinan Komisi terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang
Sekretaris merangkap Anggota dan seorang Anggota.

Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi.

Komisi bertugas membahas materi dan mengambil keputusan terkait pokok
bahasan Komisi yang menjadi bidang tugasnya.

Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi dengan memperhatikan
masukan dan saran angggota pada Sidang Komisi.

Laporan/hasil Komisi disampaikan pada Sidang Pleno untuk mendapatkan
pengesahan Sidang Pleno MUNAS.

Komisi dinyatakan tidak memiliki kewenangan setelah laporan Komisi disahkan
dalam Sidang Pleno.

Pasal 14
Tim Perumus

. Tim Perumus dapat dibentuk untuk melakukan tugas-tugas perumusan hasil

MUNAS.

. Tim Perumus dibentuk oleh Pimpinan MUNAS dengan persetujuan MUNAS.
. Tim Perumus waijib menyelesaikan tugasnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak tanggal ditetapkan.

. Tim Perumus bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat periode 2021-2026.
. Tim Perumus dinyatakan tidak berfungsi lagi dan tidak memiliki kekuatan

hukum setelah menyampaikan hasil kerjanya kepada Dewan Pengurus Pusat.
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Pasal 15
Tim Formatur

(1). Tim Formatur bertugas menyusun kepengurusan lengkap Dewan Pengurus
Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan
Pusat.

(2). Tim Formatur diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya selama 14
hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

(3). Anggota Tim formatur terdiri dari 7 (tujuh) orang, 2 (dua) orang unsur Pengurus
Pusat periode 2015-2020 dan 3 (tiga) orang unsur Pengurus Provinsi, 1 (satu)
orang Ketua Umum terpilih, dan 1 (satu) orang perwakilan Tuan Rumah
MUNAS X PPNI.

(4). Ketua Tim Formatur adalah Ketua Umum terpilih.

(5). Tim Formatur dinyatakan tidak berfungsi lagi dan tidak mempunyai kekuatan
hukum setelah tugasnya selesai dan atau telah melewati batas akhir masa
tugasnya. Tugas selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab Ketua Umum

terpilih.
BAB Vi
KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 16
KUORUM

(1). Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen)
ditambah 1 (satu) dari jumlah Utusan MUNAS yang hadir di MUNAS.

(2). Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen)
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Komisi yang hadir di MUNAS.

(3). Penghitungan KUORUM hanya didasarkan pada utusan yang hadir di ruang
sidang Utama (hotel Grand Inna Bali Beach).

(4). Apabila sidang tidak mencapai kuorum seperti ayat (1) dan (2), sidang ditunda
sampai 2 (dua) kali 10 (sepuluh) menit.

(5). Apabila sampai 2 (dua) kali penundaan masih belum tercapai kuorum, maka
Pimpinan MUNAS mempunyai kewenangan menyatakan sah Sidang tersebut
atas persetujuan utusan MUNAS.
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Pasal 17
Tata Cara Pengambilan Keputusan

(1). Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan melalui musyawarah
untuk mufakat.

(2). Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, pengambilan keputusan
dapat dilakukan dengan cara voting.

(3). Pengambilan keputusan dengan cara voting bisa diselenggarakan dengan cara
voting terbuka atau voting tertutup.

(4). Pengambilan keputusan untuk pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui voting
tertutup.

BAB IX
PERSYARATAN & TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM
Pasal 18
Persyaratan Calon Ketua Umum

Calon Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

(1). Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2). Anggota PPNI (dengan menunjukkan NIRA aktif).

(3). Pernah menjadi Pengurus PPNI minimal di tingkat Dewan Pengurus Wilayah
Provinsi.

(4). Mendapat dukungan DPW. PPNI Provinsi sekurang-kurangnya 15 DPW yang
dibuktikan dengan surat dukungan secara tertulis yang ditandatangani Ketua
dan Sekretaris DPW.

(6). Menandatangani Surat Pemyataan Kesediaan menjadi calon Ketua Umum.
(6). Wawasan luas dengan komitmen yang tinggi terhadap Organisasi dan Profesi.
(7). Bekerja dan atau berdomisili di wilayah22102 Indonesia

(8). Memiliki komitmen yang kuat terhadap perjuangan terhadap profesi.

keperawatan (implementasi Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan).

(9). Berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik
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Pasal 19
Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat

(1). Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap
pemilihan bakal calon dan pemilihan Ketua Umum.

(2). Seorang bakal calon berhak maju kedalam pemilihan calon Ketua Umum
apabila mendapatkan dukungan DPW. PPNI Provinsi sebagaimana tercantum
pada Pasal 18 ayat (4).

(3). Setiap Dewan Pengurus Provinsi hanya boleh mencalonkan 1 (satu) nama
bakal calon Ketua Umum.

(4). Apabila hanya ada seorang bakal calon yang memenuhi persyaratan dukungan
maka dinyatakan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi.

(5). Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon yang memenuhi persyaratan
dan dukungan sebagaimana pasal 18 ayat (4) berhak maju ke tahap pemilihan
Ketua Umum.

(6). Setiap calon berkewajiban menyampaikan visi dan misi organisasi selama 10
(sepuluh) menit di depan utusan MUNAS.

(7). Setiap calon selesai menyampaikan visi misi harus mengikuti debat calon
secara panel di depan utusan MUNAS.

(8). Pemungutan suara dilakukan di ruang sidang utama dan di hotel penyangga

(9). Pemungutan suara di hotel penyangga diselenggarakan dengan cara Panitia
mendatangi hotel penyengga dengan membawa kotak dan surat suara
disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon.

(10). Ketua Umum terpilih adalah peraih suara terbanyak dan berdasarkan hasil
musyawarah dan mufakat
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BAB IX
PENUTUP

: Pasal 20

(1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh MUNAS
sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

(2). Apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa
diselesaikan, maka keputusan akhir dikembalikan kepada AD/ART.

Pasal 21
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar, Bali
Pada Tanggal : 22 Oktober, 2021

PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

JABATAN NAMA TAN ANGAN
Ketua merangkap Anggota Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., 1.
S.H., M.Kep., M.H e
Sekretaris merangkap Dr. Mustikasari, S.Kp., Z/(Jﬁjp“_'__
Anggota MARS -

"

Anggota Ns. Apri Sunadi, M.Kep., 3. 4
Sp.Kep.MB. == 0l

Anggota Ns. H. Dedi Afrizal, S.Kep., ; :._y
M.H. \

Anggota Dr. Sutrisno, SKM., MH.Kes 5. ’m
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 03/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PIMPINAN MUNAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang . a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNl adalah pemegang

kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk
menentukan dan menetapkan Pimpinan MUNAS X PPNI di
Denpasar, Bali

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban berlangsungnya MUNAS
X PPNI perlu ditetapkan Pimpinan MUNAS X PPNI yang
bertanggungjawab terhadap kelancaran berjalannya sidang-
sidang dalam MUNAS X.

c. bahwa Pimpinan MUNAS X PPNI perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan MUNAS X PPNI

-—

Mengingat . Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperwatan

2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI

3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang

Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno Il yang
membahas pembentukan Pimpinan MUNAS X

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PIMPINAN MUNAS X PPNI

PERTAMA . Menetapkan dan mengesahkan nama-nama di bawah ini sebagai
Pimpinan MUNAS X PPNI
1. Dedi Afrizal ( Ketua merangkap anggota )
2. | Gusti Ngurah Sukadama ( Wakil Ketua merangkap anggota )
3. Tri Prabowo ( Sekretaris merangkap anggota )
4. Oman Faturrohman ( Anggota )
5. Zuhhad ( Anggota )

KEDUA . Penentuan komposisi dan pembagian tugas diantara unsur-unsur
Pimpinan MUNAS ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara
Anggota Pimpinan MUNAS.
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KETIGA : Pimpinan MUNAS seperti tersebut pada diktum pertama keputusan
ini hanya bisa dirubah berdasarkan sidang khusus untuk itu dalam
MUNAS X PPNI.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

berakhirnya MUNAS X PPNI.

KELIMA . Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPN,

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan Sementara

JABATAN NAMA TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota Dr. Harif Fadhiliah, S.Kp., 1.
S.H., M.Kep., M.H - .
" [ DA
Sekretaris merangkap Dr. Mustikasari, S.Kp., L e G
Anggota MARS )
Anggota Ns. Apri Sunadi, M.Kep., 3 I
Sp.Kep.MB. il
Anggota Ns. H. Dedi Afrizal, S.Kep., 4. \\» =
M.H.
. )//"L .
Anggota Dr. Sutrisno, SKM., MH.Kes 5. /7"~
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TN
HOTEL GRAND INNA BALL BEACH, DENPASAR, BALIL 20 - 23 OKTOBER 2021 -

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 04/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT PPNI
PERIODE 2015 -2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang . a. bahwa Pengurus Pusat PPNI periode 2015 - 2021 sebagai Badan
Pelaksana Keputusan Musyawarah Nasional IX PPNI
berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
kepada MUNAS X PPNI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
organisasi.

b. bahwa Pengurus Pusat PPNI periode 2015 - 2021 telah
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang
Paripurna MUNAS X pada 22 Oktober 2021

c. bahwa setelah Pengurus Pusat PPNI periode 2015 - 2021
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban, MUNAS X menilai
kinerja yang dicapai oleh Pengurus Pusat PPNI periode 2015 -
2021

d. bahwa penilaian MUNAS X PPNI seperti pada butir ¢ di atas,
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI

Mengingat . 1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang
Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno |l
Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PPNI periode 2015 —
2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT PPNI
PERIODE 2015 -2021

PERTAMA . Dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PPNI
periode 2015 — 2021 yang disampaikan pada Sidang Paripurna Iii
tanggal 22 Oktober 2021.
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KETIGA : Mengucapkan terimakasih kepada Pengurus Pusat PPNI periode
2015 -2021.

KEEMPAT :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN NAMA TANRA TANGAN
P |

Ketua merangkap Anggota Dedi Afrizal 1.
Wakil Ketua merangkap | Gusti Ngurah Sukadarma 2 %5’_\
Anggota
Sekretaris merangkap Tri Prabowo 3
Anggota
Anggota Oman Faturahman

Anggota Zuhhad 5.
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 06/ MUNAS-X/PPN1/2021
Tentang

PEMBENTUKAN KOMISI MUNAS X

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang . a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk
membentuk Komisi MUNAS X PPNI

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban berlangsungnya MUNAS
X PPNI perlu ditetapkan adanya Komisi MUNAS X PPNI yang
bertanggungjawab terhadap pembahasan perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Runah Tangga PPNI, program kerja

c. bahwa pembentukan komisi MUNAS X PPNI periu ditetapkan
dengan Surat Keputusan MUNAS X PPN

-—

Mengingat . Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2021
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI

3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang

Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Memperhatikan . Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno V yang
membahas pembentukan Komisi MUNAS X PPNI

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PEMBENTUKAN KOMISI MUNAS X PPNI

PERTAMA - Menetapkan dan mengesahkan pembentukan Komisi MUNAS seperti

tersebut di bawah ini :

1.Komisi A : Membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga

2.Komisi B : Membahas Program kerja Bidang Organisasi dan
Kaderisasi, Hukum dan Pemberdayaan Politik, Etik
(MKEK), Sistem Informasi dan Komunikasi, dan
Pendidikan dan Pelatihan.

3.Komisi C :Membahas Program kerja Bidang Pelayanan,
Kesejahteraan, Kerjasama Dalam Negeri, Kerja
Sama Luar Negeri dan Penelitian.

KEDUA :  Komisi wajib menentukan Pimpinan Komisi yang terdiri dari Ketua dan
Sekretaris Komisi.
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KETIGA : Pimpinan Komisi dipilih oleh Anggota Komisi dan berasal dari Anggota
Komisi bersangkutan.

KEEMPAT . Komisi wajib menyampaikan laporan hasil sidang Komisi kepada
Sidang Pleno VI yang membahas hasil Komisi untuk mendapatkan
persetujuan dan pengesahan MUNAS X PPNI.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhimya MUNAS X PPNI.

KEENAM . Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNL.

Ditetapkan di : Denpasaar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN NAMA TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota  Dedi Afrizal cza\*w/
Wakil Ketua merangkap I Gusti Ngurah Sukadarma / /7 2 1
Anggota
Sekretaris merangkap Tri Prabowo }5 >R
Anggota '
Anggota Oman Faturahman
Anggota Zuhhad “i’
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 07/ MUNAS-X/PPNI1/2021
Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI MUNAS X PPNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa MUNAS X PPNI menyadari agar dalam mengelola organisasi
memiliki arah yang jelas dan pasti perlu disusun progrm kerja PPNI
periode 2021 - 2026
b. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan
tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk menyusun program kerja
periode 2021 - 2026
c. bahwa program kerja PPNI periode 2021 — 2026 perlu ditetapkan dengan
keputusan MUNAS X PPNI.

[y

Mengingat . Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperwatan

2. Keputusan MUNAS VIII PPNI Nomor 06/MUNAS-
IX/PPNI/20150 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga PPNI

3. Keputusan MUNAS X No. 02/ MUNAS-X/PPNI/2021 tentang

Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VI yang
membahas hasil sidang Komisi MUNAS X PPNI
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI MUNAS X PPNI

PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, B dan C
Munas X PPNI sebagai terlampir.

KEDUA : Memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi kepada Tim
Perumus untuk menyempurnakan hasil-hasil sidang komisi dengan
memperhatikan kepatutan dari segi etika dan peraturan perundangan.
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KETIGA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI
JABATAN NAMA T{\NDA TANGAN
) e
Ketua merangkap Anggota Dedi Afrizal 1. "\ “ A
) \ L o—
Wakil Ketua merangkap | Gusti Ngurah Sukadarma M\ 2 ¢ b S
Anggota \ '
Sekretaris merangkap Tri Prabowo 3 v,/'l (. ,,'r
Anggota v w
v
Anggota Oman Faturahman £ . 4.
o '1\ /
Anggota Zuhhad 5 ? \/
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LESM - 039 - IDN

(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATIO

ng Agung No. 64 R CUORFenteng Agung, J:
021-2271-0272 T2 22714939 F-Mail. dppiery
PiE-inng o

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 005/DPP.PPNI/SK/K.S/X1/2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, mutu dan profesionalisme
organisasi dalam dinamika perkembangan profesi keperawatan
perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar Anggaran
Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

b. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) X PPNI memiliki wewenang
untuk melakukan perubahan terhadap AD ART Hasil Munas IX
PPNI di Palembang

c. bahwa perubahan AD ART PPNI dimaksud huruf a dan b perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Masyarakat

3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil Munas
IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan

7. Keputusan Munas X PPNI No. 07/MUNAS-X/PPNI1/2021 tentang
Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI

8. Kepulusan Munas X PPNI No. 09/MUNAS-X/PPNI1/2021 Lentang
Pembentukan Tim Perumus

Memperhatikan : 1. Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021
2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 26 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

KESATU : Menetapkan perubahan AD ART PPNI sebagaimana terlampir yang
merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Mencabut dan menyatakan bahwa AD ART hasil Munas IX PPNI di
Palembang tidak berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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LGSM - 039 . IDN

(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)
Vddress H. Raya Lenteng Agung No, 64 Rl w OO, Lentene Agung, Jagakarsa, Jakana Sel
Plone * 021-2271-0272, Fax 1-2271-4939 P-Mail: dpp @ pprs-inna.o
PRR-IMRa org

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan
penyempurnaan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
(7_,__ zf’ H/i /(,J)’:*‘-T"‘
Harif FddHKillah Mustikasari

NIRA: 31730002030 NIRA: 31730001926
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ANGGARAN DASAR
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

MUKADIMAH

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa disertai adanya keinginan bersama dari berbagai
organisasi keperawatan untuk menyatukan diri dan membentuk satu organisasi profesi
keperawatan di Indonesia, terbentuklah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

PPNI berdiri dalam rangka turut mengisi kemerdekaan Republik Indonesia demi
tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melalui pelayanan dan asuhan
Keperawatan serta peningkatan kesejahteraan anggota sebagai bagian integral dari
pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai pedoman tertinggi
dalam penyelenggaraan organisasi.

BAB |
IDENTITAS ORGANISASI

Bagian Kesatu
Nama Organisasi
Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI yang
merupakan organisasi profesi perawat sebagai wadah berhimpunnya perawat secara
nasional yang berperan mendorong perkembangan perawat.

Bagian Kedua
Bentuk Organisasi
Pasal 2

PPNI didirikan atas dasar kesamaan profesi dan berbentuk kesatuan yang mana
kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Musyawarah
Nasional.
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Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 3

PPNI didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Keempat
Kedudukan
Pasal 4

PPNI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk
Perwakilan PPNI di daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, di Institusi Pendidikan dan di Luar Negeri.

Bagian Kelima
Lambang PPNI
Pasal 5

Lambang PPNI berbentuk lingkaran yang berisi sebuah segi lima hijau tua dengan
dasar kuning emas dan sebuah lampu putih yang berlidah api lima, warna merah
dengan tulisan PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA-PPNI pada bingkai
lingkaran.

BAB I
AZAS, NILAI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 6

PPNI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Bhineka Tunggal |ka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagian Kedua
Nilai
Pasal 7

PPNI menganut nilai-nilai jujur, altruistik, peduli, akuntabel, transparan, dan
kebersamaan.
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Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 8

PPNI memiliki tujuan untuk:

(1
(2)
(3)

meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktik
keperawatan, martabat, kesejahteraan dan etika profesi Perawat;
memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan
nasional; dan

memperkokoh persatuan dan kesatuan antar perawat.

BAB Il
PERAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Peran dan Fungsi
Pasal 8

PPNI berperan sebagai wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan
yang mendorong lahirnya kebijakan bagi kepentingan dan kesejahteraan perawat
Indonesia; dan

PPNI berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas
Keperawatan di Indonesia.

Bagian Kedua
Kegiatan
Pasal 10

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan PPNI antara lain kegiatan ilmiah, kegiatan sosial,
penguatan kelembagaan, dan kegiatan usaha, serta kegiatan lain yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan demi kepentingan organisasi.
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BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 11

Jenis Keanggotaan PPNI terdiri dari:

(1) Anggota Biasa.

(2)
(3)

Anggota Khusus.
Anggota Kehormatan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 12
Struktur organisasi PPNI terdiri dari:
(1) Dewan Pengurus; dan
(2) Dewan Pertimbangan.
Paragraf 1
Dewan Pengurus
Pasal 13

Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:

(1
(2)
(3)
(4)
()

Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP PPNI

Dewan Pengurus Wilayah Provinsi disingkat DPW PPNi
Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPD PPNI
Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri disingkat DPLN PPNI
Dewan Pengurus Komisariat disingkat DPK PPNI

Komposisi dan Sifat Kepengurusan
Pasal 14

Komposisi Dewan Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
Kepengurusan bersifat kolektif kolegial.
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Masa Kepengurusan
Pasal 15

Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dipilih untuk masa bakti
5 (lima) tahun.

Perhitungan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan Ketua Umum/Ketua
Dewan Pengurus sesuai tingkat kepengurusan dalam kegiatan musyawarabh.
Masa jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus
Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, Ketua Dewan Pengurus Komisariat, dan
Ketua Dewan Pengurus Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia tidak
dapat dipilih kembali setelah paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut atau
tidak berturut-turut.

Paragraf 2
Dewan Pertimbangan
Pasal 16

Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berfungsi memberikan arahan,
petunjuk, dan pertimbangan masukan dan saran baik diminta maupun tidak
diminta kepada Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus dapat memperhatikan masukan dan saran dari Dewan
Pertimbangan.

Dewan Pertimbangan dibentuk pada tingkat kepengurusan Dewan Pengurus
Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah.

Dewan Pertimbangan dibentuk melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah
Wilayah atau Musyawarah Daerah.

Dewan Pertimbangan secara administratif bertanggung jawab kepada Dewan
Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

BAB VI
KOLEGIUM DAN BADAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Kolegium
Pasal 17

Kolegium merupakan badan otonom di dalam PPNI yang berfungsi mengembangkan
cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat Profesi.
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(1)
(2)

Bagian Kedua
Badan Kelengkapan
Pasal 18

Badan Kelengkapan terdiri dari lkatan atau Himpunan sesuai cabang keilmuan
keperawatan dan peminatan.

Ikatan atau Himpunan tidak memiliki badan hukum tersendiri dan menginduk
kepada Badan Hukum PPNI.

Ikatan atau Himpunan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain waijib
melalui PPNI.

lkatan atau Himpunan menjadi pelaksana kerja sama PPNI dengan pihak lain
sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian kerja sama tersebut.

lkatan atau Himpunan di tingkat Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPNI
Pusat;

lkatan atau Himpunan di tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada lkatan atau
Himpunan terkait di tingkat Pusat dan waijib berkoordinasi dengan Pengurus DPW
Provinsi PPNI.

Peraturan Organisasi lkatan dan Himpunan harus mendapat persetujuan dari
Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Peraturan Organisasi lkatan dan Himpunan setelah mendapatkan persetujuan
Dewan Pengurus Pusat PPNI berstatus memiliki kekuatan hukum dalam mengatur
internal Ikatan atau Himpunan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART
PPNI dan ketentuan yang ditetapkan oleh PPNI.

Masa kepengurusan lkatan atau Himpunan adalah selama 5 (lima) tahun.

BAB VI
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN

Pasal 19

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan yang selanjutnya disingkat MKEK adalah
badan yang dibentuk secara khusus oleh PPNI yang berfungsi menegakkan etika
profesi perawat dan menjamin terlaksananya Kode Etik Perawat Indonesia.

MKEK bekerja secara otonom yang dalam keputusannya bebas dari pengaruh
siapapun.

MKEK dibentuk di tingkat Pusat dan Provinsi.

BAB VIl
BADAN-BADAN LAIN

Pasal 20
Badan-Badan lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Pembentukan Badan-Badan Lain seperti dimaksud ayat (1) disahkan melalui Surat
Keputusan DPP PPNI.



BAB IX
KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan dan Aset

Pasal 21
Pembiayaan

(1) Pembiayaan organisasi dapat berasal dari sumber:
(a) Uang Pangkal
(b) Uang luran Wajib
(c) Hibah dan Sumbangan

(d) Hasil usaha dari Badan Usaha

(e) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22
Aset

(1) Aset PPNI merupakan milik dan kekayaan organisasi PPNI yang menurut sifat dan
penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan.

(2) Aset PPNI adalah harta bergerak, harta tidak bergerak, hasil olah pikir (kekayaan
intelektual) dan semua hal yang menjadi aset organisasi.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 23

Perubahan anggaran dasar ini, hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua
Pembubaran Organisasi
Pasal 24

(1) Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar
Biasa yang diadakan khusus untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota.

(2) Jika organisasi PPNI dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, semua Badan-badan yang telah terbentuk

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
ini. :

BAB XilI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, semua peraturan yang ada dalam
organisasi PPNI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 27
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar.

Pasal 28

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2021
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ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB
KETENTUAN UMUM

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

(1)

(2)

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di
dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Anggota adalah perseorangan perawat yang menyatakan diri bersedia menjadi
anggota PPNI dan telah memiliki nomor induk registrasi anggota (NIRA) nasional
dan memiliki kartu anggota.

Dewan Pengurus adalah sekumpulan orang yang diberikan amanah sebagai
eksekutif pelaksana pengelola organisasi melalui musyawarah untuk mengelola
organisasi dalam periode kepengurusan dan dibuktikan dengan surat keputusan
sesuai dengan tingkat kepengurusan.

Dewan Pertimbangan adalah sekumpulan orang yang diangkat melalui
musyawarah dengan kewenangan memberikan masukan, arahan, petunjuk,
pertimbangan, saran dan nasihat kepada dewan pengurus PPNI baik diminta
maupun tidak diminta. oleh pengurus sesuai tingkatannya.

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah sekumpulan orang yang
diangkat melalui musyawarah dengan kewenangan memberikan pembinaan,
pertimbangan dan menyelesaikan masalah-masalah etik anggota PPNI.

Kolegium merupakan badan otonom di dalam PPNl yang berfungsi
mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi
bagi perawat Profesi.

Badan lain adalah badan yang dibentuk untuk mendukung peningkatan peran,
fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.

Himpunan adalah sekumpulan orang yang memiliki peminatan area praktik yang
sama dengan bidang keilmuan yang berbeda dalam meningkatkan mutu
pelayanan dan pengembangan keperawatan.

Ikatan adalah sekumpulan orang yang memiliki bidang keilmuan yang sama dalam
meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan keperawatan.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan
modal dan tenaga kerja yang mana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh
keuntungan.

Peraturan organisasi adalah pedoman penyelenggaraan pengelolaan organisasi
yang merupakan penjabaran dari AD/ART.
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(12) Musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sesuai tingkat
kepengurusannya yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun pada semua
tingkat kepengurusan.

(13) Rapat Kerja adalah forum evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaan program
kerja PPNI di masing-masing tingkat kepengurusan.

(14) Rapat Pimpinan adalah rapat PPNI yang diselenggarakan untuk mengambil
keputusan atau kebijakan Organisasi pada tingkat pimpinan DPP dengan DPW;
DPW dengan DPD; dan DPD dengan DPK.

(15) Rapat Pleno adalah rapat pengurus harian bersama Ketua Departemen/Ketua
Divisi yang bertujuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan Organisasi di
masing-masing tingkat kepengurusan.

(16) Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat satu bidang atau lebih yang dihadiri oleh
unsur Ketua/Wakil Ketua Bidang pada tingkatan DPP dengan DPW; DPP dengan
DPLN; DPW dengan DPD; dan DPD dengan DPK.

(17) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri unsur Ketua Umum/Ketua, para
Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan
Bendahara Umum/Bendahara/Wakil Bendahara yang membahas atau
mengevaluasi program kerja di masing-masing tingkat kepengurusan.

BAB Il
IDENTITAS ORGANISASI

Bagian Kesatu
Nama Organisasi
Pasal 2

Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI yang
merupakan organisasi profesi perawat sebagai wadah berhimpunnya perawat secara
nasional yang berperan mendorong perkembangan perawat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Makna Lambang PPNI
Pasal 3

(1) Lambang PPNI:

(2) Lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lingkaran yang
berisi sebuah segi lima dan sebuah lampu yang berlidah api lima cabang dengan
tulisan dibingkai pinggir berbunyi PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA - PPNL.



(3)

()

Komposisi wama lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

Lingkaran (bidang pinggir) berwarna merah,;

Dasar kuning emas dalam lingkaran;

Dasar segi lima berwarna hijau tua;

Sisi-sisi segi lima berwarna putih;

Badan lampu berundak lima berwarna putih;

Lidah api berwarna merah; dan

Huruf-huruf berwarna putih.
akna komponen Lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yaitu:

Lingkaran dengan warna merah: menunjukkan semangat persatuan;

Dasar kuning mas dalam lingkaran: keluhuran jiwa dan cinta kasih;

Segi lima: berkepribadian pancasila;

Warna hijau tua dalam segilima: kesejahteraan;

L.ampu warna putih: identitas perawat;

Lidah api lima cabang berwarna merah: semangat pengabdian yang

dilandasi/dijiwai Pancasila; dan
g. Warna putih: melambangkan kesucian.
Makna lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga perawat
Indonesia yang hidup di negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengabdikan dirinya dalam bidang keperawatan dan atau kesehatan dengan
itikad dan kesadaran pengabdian yang suci disertai dengan keluhuran jiwa dan
cinta kasih senantiasa menunaikan dharma baktinya terhadap negara dan Bangsa
Indonesia serta kemaslahatan umat.

TP OO UDZQ@T0A0 T

Bagian Ketiga
Penggunaan Lambang Organisasi
Pasal 4

Lambang organisasi PPNI wajib dicantumkan dalam Pataka, Bendera PPNI, Kop
Surat PPNI, dan Stempel.

Lambang organisasi dipergunakan pada berbagai kegiatan organisasi, yakni:
Musyawarah Nasional; Musyawarah Wilayah Provinsi; Musyawarah Daerah
Kabupaten/Kota; dan kegiatan lain yang mengatasnamakan PPNI| dengan
persetujuan Dewan Pengurus PPNI sesuai jenjang kepengurusan.

Lambang organisasi digunakan PPNI tingkat pusat sampai komisariat dengan
bentuk dan warna sesuai ketentuan Pasal 3, dan di bawah lambang dicantumkan
nama sesuai tingkat kepengurusan PPNI.

Pemakaian lambang PPNI oleh perorangan dan atau organisasi lain di luar PPNI,
wajib menedapatkan izin tertulis dari Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Pemakaian lambang PPNI tanpa izin PPNI, dapat dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Lambang organisasi dapat dipasang pada poster, spanduk, /eaflet dan bentuk
lainnya dengan tetap menjaga marwah organisasi.

DPP PPNI, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dan DPK, DPLN, Pengurus
Kolegium, Badan Kelengkapan, MKEK, dan Badan-badan Lain yang dibentuk
PPNI dapat menggunakan lambang PPNI.
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Bagian Keempat
Kelengkapan Organisasi
Pasal 5

Kelengkapan Organisasi PPNI terdiri dari:

1)
2)
3

D
— et e N e

5
6

(
(
(
(
(
(
(7

Pataka;

Bendera;

Mars PPNI;

Hymne Perawat

Stempel dan Kertas Kop PPNI;
Jas, Rompi, dan Batik PPNI; dan
Lencana/Pin

Paragraf 1
Pataka
Pasal 6

Pataka merupakan simbol kekuatan organisasi PPNl dan lambang komando
organisasi.

Pataka PPNI berwarna putih dengan lambang PPNI pada bagian tengah, bagian
sisi samping dan bawah memiliki aksesoris (umbai) berwarna kuning emas.
Pataka berbentuk segi lima dengan ukuran sisi atas 60 cm, sisi kanan kiri 70 cm,
garis tengah 80 cm.

Pataka wajib dimiliki oleh Pengurus PPNI dari tingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Komisariat dan Perwakilan Luar Negeri.

Pataka digunakan dalam acara pelantikan dan serah terima Ketua PPNI terpilih
dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Komisariat dan Perwakilan Luar
Negeri.

Paragraf 2
Bendera
Pasal 7

Bendera PPNI berwarna putih dengan lambang PPNI di bagian tengah.

Ukuran panjang 120 cm dan lebar 90 cm.

Bendera PPN! wajib selalu dipasang di Sekretariat Pengurus PPNI.

Pada acara resmi PPNI wajib memasang Bendera PPNI dan Bendera Merah
Putih, yang ditempatkan di sebelah kanan podium dengan susunan Bendera
Merah Putih paling kanan, diikuti bendera PPNI dan Pataka PPNI.
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Paragraf 3
Mars dan Hymne PPNI
Pasal 8

Mars PPNI wajib dikumandangkan dalam setiap pembukaan acara resmi PPNI,
Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain.
Hymne PPNI wajib dikumandangkan dalam setiap penutupan acara resmi PPNI,
Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain.

Paragraf 4
Stempel dan Kop Surat
Pasal 9

Stempel dan Kop Surat PPNI digunakan dalam setiap surat menyurat resmi yang
mengatasnamakan PPNI sesuai jenjang kepengurusan.

Kop surat Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain harus
menyertakan lambang PPNI di sebelah kanan atas.

Ketentuan mengenai penggunaan stempel dan Kop Surat diatur dalam Peraturan
Organisasi PPNI.

Paragraf 5
Jas, Rompi, Batik, Lencana/Pin PPNI
Pasal 10

Jas PPNI wajib dikenakan pada musyawarah, rapat kerja, audiensi kepada
institusi di luar PPNI, dan saat mewakili PPNI dalam menghadiri undangan acara
resmi.

Rompi PPNI digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang
mengatasnamakan PPNI.

Batik PPNI wajib dikenakan pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh
Dewan Pengurus PPNI dan atau Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-
Badan Lain. Penggunaan batik PPNI tidak dikenakan secara bersamaan dengan
jas PPNI.

Jas, rompi, dan batik PPNI berwarna dasar merah marun.

Jas, rompi dan batik PPNI sesuai ayat (4) hanya boleh dikenakan oleh anggota
PPNI.

Lencana/Pin PPNI hanya dikenakan pada saat mengenakan jas PPNI dengan
posisi di dada sebelah kiri atas.

Paragraf 6
Standarisasi Jas, Rompi, Batik, Lencana/Pin PPNI
Pasal 11

Standarisasi Jas, rompi, batik dan lencana/Pin PPNI diatur dalam Peraturan Organisasi.
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(1)
(2)

(4)

BAB lll
KEGIATAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan
Pasal 12

Bentuk kegiatan ilmiah meliputi seminar, pelatihan, workshop, pendidikan,
penelitian, semiloka, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Bentuk kegiatan sosial meliputi bakti sosial, santunan, kegiatan pengabdian
masyarakat, pengabdian keprofesian, dan kegiatan sosial lainnya.

Bentuk kegiatan penguatan kelembagaan antara lain advokasi, kaderisasi dan
penataan sistem kepemimpinan, penguatan dan pembinaan etika profesi dan
hukum, memperkokoh persatuan dan kesatuan antar perawat.

Bentuk kegiatan usaha yakni penyelenggaraan badan usaha.

Bagian Kedua
Kerja Sama
Pasal 13

Pihak lain baik perseorangan dan atau lembaga dapat bekerja sama dengan DPP
PPNI atas dasar saling menguntungkan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
perjanjian tertulis.

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan antara pihak lain dan DPP PPNl sebagai pihak yang
menandatangani perjanjian dimaksud.

DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK, DPLN, Badan Kelengkapan dan
Badan-Badan Lain dapat menjadi pelaksana perjanjian dari pihak PPNI dengan
mandat yang diberikan oleh DPP PPNI.

Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama diatur dalam Peraturan Organisasi
PPNI.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Jenis Keanggotaan
Pasal 14

Jenis Keanggotaan PPNI terdiri dari:

(1)
(2)
(3)

Anggota Biasa;
Anggota Khusus; dan
Anggota Kehormatan.
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Bagian Kedua
Persyaratan Anggota
Pasal 15

Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPNI sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ayat (1) meliputi:

Warga Negara Indonesia;

Memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan, beik di dalam maupun di luar
negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

Memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi sejak diberlakukannya uji kompetensi;
Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota
pada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Perwakilan
Negeri atau Dewan Pengurus Komisariat;

Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPNI dan Kode Etik
Keperawatan Indonesia; dan

Menyatakan diri bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan
PPNI dan atau lkatan atau Himpunan di bawah PPNI.

Pasal 16

Persyaratan untuk menjadi Anggota Khusus PPNI sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 ayat (2) meliputi: .

(1

perawat warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah memenuhi
ketentuan Pemerintah Rl dan telah mengikuti proses adaptasi sesuai peraturan
perundangan.

memiliki surat pernyataan yang menunjukkan bahwa pengusul memiliki perilaku
etik yang baik dari organisasi profesi negara asal,

telah teregistrasi di negara asal;

menyatakan diri untuk menjadi angota PPNI melalui proses pendaftaran anggota
pada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota atau Dewan Pengurus Perwakilan
Luar Negeri atau Dewan Pengurus Komisariat

mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati
AD/ART PPNI dan Kode Etik Keperawatan Indonesia; dan

membuat dan menandatangani pernyataan bersedia aktif mengikuti kegiatan
organisasi yang dilaksanakan PPN! dan atau lkatan atau Himpunan di bawah
PPNI.

Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (3) diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang telah berjasa
terhadap perkembangan keperawatan dan/atau organisasi PPNI dan ketentuan lebih
lanjut tentang Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

47



Bagian Ketiga
Tata Cara Penerimaan Anggota
Pasal 18

Tata cara penerimaan Anggota Biasa dan Anggota Khusus PPNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

(2)

w
~-

(3)

Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPNI di DPK atau DPLN.

Mengisi formulir pendaftaran, dan menyatakan kesediaan mematuhi Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI, Kode Etik Keperawatan Indonesia,
dan Peraturan Organisasi PPNI lainnya, serta menyatakan kesediaan mengikuti
kegiatan PPNI.

Verifikasi kesesuaian data calon anggota oleh Dewan Pengurus DPK, DPD, dan
DPW secara berjenjang.

Calon anggota yang memenuhi persyaratan dapat diterima menjadi anggota PPNI
dan mendapatkan Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) dan Kartu Anggota
yang diterbitkan oleh DPP PPNI.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan anggota diatur dalam
Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota
Pasal 19

menjunjung tinggi marwah organisasi serta menaati dan mengamalkan Sumpah
perawat, Kode Etik Perawat Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga dan semua peraturan serta Keputusan PPN,

membayar uang pendaftaran dan iuran tahunan, kecuali anggota kehormatan;
menghadiri rapat-rapat atas undangan Pengurus PPNI; dan

anggota wajib memberikan informasi yang benar sesuai kebutuhan kepada
pengurus sesuai keangotaannya.

Bagian Kelima
Hak Anggota
Pasal 20

mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada
pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sesuai
jenjang kepengurusan organisasi.

mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan
keterampilan keperawatan yang diselenggarakan organisasi profesi sesuai
dengan program kerja yang telah ditetapkan.

mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi
dan profesi, apabila memenubhi:

a. AD/ART;

b. Kode Etik Perawat Indonesia;

¢. Standar Kompetensi;

d. Standar Praktik;
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(4)

e. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

f. Ketentuan organisasi.

mendapatkan pembelaan terhadap kasus yang terkait dengan masalah hukum
dalam ruang lingkup praktik keperawatan, apabila anggota tersebut telah
memenuhi kewajiban sebagai anggota.

Anggota Khusus dan Anggota Kehormatan tidak dapat memilih dan dipilih.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota
Pasal 21

Anggota berhenti keanggotaannya karena:

(1)
(2)
3)

(4)

(1

meninggal dunia;

permintaan sendiri secara tertulis;

diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan:

a) melakukan pelanggaran disiplin berat yang merugikan organisasi;

b) melakukan tindak pidana kriminal yang memiliki kekuatan hukum tetap;; atau
c) atas rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Keperawatan;

berakhir masa tugas dan atau kembali ke negara asal bagi perawat warga negara
asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian Anggota
Pasal 22

Pemberhentian atas permintaan sendiri harus dilakukan dengan pemberitahuan
secara tertulis kepada DPD Kabupaten Kota di tempat dia terdaftar maksimal 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal diberhentikan.

Anggota yang diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan melakukan pelanggaran
disiplin berat yang merugikan organisasi dilakukan melalui Rapat Pleno setelah
mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh DPP PPNI.

DPP PPNI dapat memberhentikan sementara anggota yang melakukan disiplin
organisasi ringan atau sedang setelah mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk
oleh DPP PPNI; atau usulan dari DPW PPNI Provinsi.

Anggota yang diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan melakukan tindak pidana
kriminal yang memiliki kekuatan hukum tetap melalui Rapat Pleno setelah
mendapat dokumen terkait dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Anggota yang diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan atas rekomendasi MKEK
Pusat melalui Rapat Pleno setelah mendapatkan laporan dan hasil sidang atau
telaah oleh MKEK Pusat.

Anggota yang diberhentikan karena berakhir masa tugas dan atau kembali ke
negara asal bagi perawat warga negara asing melalui Rapat Pleno setelah
mendapat laporan dari DPW PPNI Provinsi atau pihak terkait lainnya.
Pemberhentian yang dimaksud di atas diberitahukan kepada DPW PPNI Provinsi,
DPD PPNI Kabupaten/Kota dan atau pihak terkait.

Ketentuan mengenai disiplin organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.
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(2)

3)
(4)

(2)

3)

Bagian Kedelapan
Pembelaan
Pasal 23

Anggota yang diberhentikan sementara dapat mengajukan pembelaan diri di
hadapan rapat pleno DPW PPNI Provinsi atau DPP PPNI.

Rapat pleno DPW PPNI Provinsi dapat memutuskan pembelaan anggota yang
diberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (1) diterima atau ditolak untuk
diusulkan kepada DPP PPNI.

Rapat pleno DPP PPNI dapat memutuskan pembelaan anggota yang
diberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (1) diterima atau ditolak.

Khusus untuk Keputusan pemberhentian langsung oleh DPP PPNI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), (4) dan (5) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kesembilan
Pengkaderan
Pasal 24

Pengkaderan dilakukan sebagai upaya menyiapkan kader-kader pemimpin PPNI.
Pengkaderan Anggota PPNI dilakukan melalui suatu sistem pengkaderan.

Sistem pengkaderan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) dilakukan secara
berjenjang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengkaderan diatur dengan Peraturan
Organisasi.

Bagian Kesepuluh
Sanksi
Pasal 25

Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 dapat diberikan sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara dari keanggotaan; dan

d. penghentian permanen dari keanggotaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana
dimaksud pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.
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Bagian Kesebelas
Kartu Anggota
Pasal 26

Setiap anggota PPNI diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Kartu Tanda Anggota (KTA) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum
DPP PPNI.

Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) dikeluarkan oleh DPP PPNI sesuai
kodifikasi KTA.

Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkan.

BAB V
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

Struktur Organisasi PPNI terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan.
Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari:

a. Dewan Pengurus Pusat;

b. Dewan Pengurus Wilayah Provinsi;

c. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;

d. Dewan Pengurus Komisariat; dan

e. Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri.

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. Dewan Pertimbangan Pusat;

b. Dewan Pertimbangan Provinsi; dan

¢. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Dewan Pengurus Pusat
Pasal 28

Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, para Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal,
Sekretaris, Bendahara umum, dan Bendahara.
Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Ketua Departemen.
Ketentuan rapat-rapat pengurus dimaksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya diatur
dalam Peraturan Organisasi PPNI.
Komposisi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:
a. Ketua Umum;
b. Ketua DPP terdiri dari:

i. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi;

ii. Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi;
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(1)
(2)
3)
(4)

ii. Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
iv. Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik;
v. Ketua DPP Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri;
vi. Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
vii. Ketua DPP Bidang Penelitian;
viii. Ketua DPP Bidang Pelayanan; dan
ix. Ketua DPP Bidang Kesejahteraan.
c. Sekretaris Jenderal,
d. Sekretaris terdiri dari :
i. Sekretaris I
ii. Sekretaris ll; dan
ii. Sekretaris lll.
Bendahara Umum;
f. Bendahara terdiri dari:
i. Bendaharal; dan
ii. Bendaharall.
Koordinator Wilayah;
Ketua Departemen terdiri dari:
i. Ketua Departemen Organisasi;
i. Ketua Departemen Kaderisasi;
iii. Ketua Departemen Hukum;
iv. Ketua Departemen Pemberdayaan Politik;
v. Ketua Departemen Kerja Sama Dalam Negeri;
vi. Ketua Departemen Kerja Sama Luar Negeri;
vii. Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan;
viii. Ketua Departemen Penelitian;
ix. Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan;
x. Ketua Departemen Komunikasi dan Humas;
xi. Ketua Departemen Pelayanan; dan
xii. Ketua Departemen Kesejahteraan.
i. Anggota Departemen, jumlah anggota departemen disesuaikan dengan
kebutuhan dan paling banyak 4 (empat) orang untuk satu departemen.

> Q@

Bagian Ketiga
Dewan Pengurus Wilayah Provinsi
Pasal 29

Dewan Pengurus Wilayah Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus
Pleno.

Pengurus Harian terdiri dari Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,
Bendahara, Wakil Bendahara.

Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian ditambah Ketua Divisi dan Anggota
Divisi.

Ketentuan rapat-rapat pengurus dimaksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya diatur
dalam Peraturan Organisasi PPNI.



(5)

Komposisi Dewan Pengurus Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua yang terdiri dari:

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.
viii.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi;

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan;

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Politik;

Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga;

Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
Wakil Ketua Bidang Pelayanan; dan

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan.

c. Sekretaris yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris;

o

Bendahara yang dibantu oleh seorang wakil bendahara,;

e. Divisi-divisi yang terdiri dari:

i

ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.
viii.

Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi;

Ketua Divisi Hukum;

Ketua Divisi Pemberdayaan Politik;

Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga;

Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan;

Ketua Divisi Penelitian dan Sistem Infromasi dan Komunikasi;
Ketua Divisi Pelayanan; dan

Ketua Divisi Kesejahteraan.

f.  Anggota Divisi, jumlah Anggota Divisi disesuaikan dengan kebutuhan dan
paling banyak 4 (empat) orang untuk satu Divisi.

Dewan

Bagian Keempat
Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 30

Pengurus Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan

Pengurus Pleno.

Pengurus Harian terdiri dari Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris,
Bendahara, Wakil Bendahara.

Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua ditambah Anggota

Divisi.

Ketentuan rapat-rapat pengurus dimaksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya diatur
dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Komposisi Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua yang terdiri dari:

i
ii.
iii.
iv.
V.
vi.
vii.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi;

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik;

Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
Wakil Ketua Bidang Pelayanan;

Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga; dan

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan.
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¢. Sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris;
Bendahara dibantu oleh seorang wakil bendahara;
e. Divisi-divisi yang terdiri dari:
i. Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi;
ii. Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik;
iii. Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan;
iv. Ketua Divisi Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
v. Ketua Divisi Pelayanan;
vi. Ketua Divisi Hubungan antar Lembaga; dan
vii. Ketua Divisi Kesejahteraan.
f.  Anggota Divisi, jumlah anggota divisi disesuaikan kebuutuhan dan paling
banyak 2 (dua) untuk satu divisi.

o

Bagian Kelima
Dewan Pengurus Komisariat
Pasal 31

Dewan Pengurus Komisariat adalah Pengurus di tingkat institusi atau gabungan
beberapa institusi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan atau Institusi
Pendidikan.
Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk apabila minimal memiliki jumlah
anggota 25 (dua puluh lima) orang.
Pengurus Komisariat PPNI terdiri dari:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Seksi-seksi yang terdiri dari:
i. Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Hukum;
ii. Seksi Pelatihan dan Penelitian;
iii. Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi; dan
iv. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan.
e. Jumlah Anggota Seksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
Pasal 32

Perawat Indonesia yang berada/bekerja di luar negeri dan menjadi anggota PPNI
dapat membentuk DPLN

DPLN dapat dibentuk apabila di negara bersangkutan terdapat sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota PPNI dan memiliki NIRA aktif.

Penulisan nama DPLN sebagai berikut Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
PPNI diikuti nama negara bersangkutan.

Susunan Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:

a. Ketua Perwakilan PPNI di negara (ditulis nama negaranya);

b. Sekretaris;

¢c. Bendahara;
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Wakil Ketua Bidang Organisasi, Hukum, dan Ker;a Sama,;

Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pelayanan, dan Kesejahteraan;
Ketua Departemen Organisasi, Hukum, dan Kerja Sama;

Ketua Departemen Pendidikan, Pelayanan, dan Kesejahteraan; dan
Jumlah anggota Departemen sesuai dengan kebutuhan.

Ta ™o o

Bagian Ketujuh
Dewan Pertimbangan
Pasal 33

Komposisi Dewan Pertimbangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Ketua;

b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d)
paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang paling banyak 4 (empat) orang.

Dewan Pertimbangan dapat memberikan saran dan masukan kepada Dewan
Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.

BAB Vi
SYARAT PENGURUS

Pasal 34

Untuk menjadi pengurus organisasi PPNI dan menjadi Dewan Pertimbangan PPNI
harus memenuhi persyaratan antara lain:

(1)

Untuk Ketua Pengurus dan Dewan Pertimbangan, pernah menjadi pengurus
PPNI/Kolegium/Badan Kelengkapan, dan badan lain.

Memiliki sertifikat kaderisasi atau bersedia mengikuti kegiatan kaderisasi
kepemimpinan organisasi.

Berpengalaman, jujur, visioner, kepribadian, berprestasi, berdedikasi, memiliki
kemampuan kepemimpinan organisasi dan loyalitas yang tinggi terhadap PPNI.
Mampu bekerja sama secara kolektif, mampu meningkatkan dan mengembangkan
peranan PPNI dalam pelayanan keperawatan professional dalam menunjang
pengembangan pelayanan kesehatan khususnya dan Pengembangan Nasional
umumnya;

Sanggup bekerja aktif dalam organisasi; dan

Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi yang dibuktikan
dengan adanya pernyataan dalam bentuk pakta integritas.



BAB Vi
PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 35

Dewan Pengurus Pusat dibentuk melalui Musyawarah Nasional.

(1)

(2) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi dibentuk melalui Musyawarah Wilayah.

(3) Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dibentuk melalui Musyawarah Daerah.
(4) Dewan Pengurus Komisariat dibentuk melalui Musyawarah Komisariat.

(5) Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri dibentuk oleh Musyawarah Luar Negeri.

BAB VIl
PEMBENTUKAN PENGURUS DAN DEWAN PERTIMBANGAN DI WILAYAH
PEMEKARAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Pengurus

Paragraf 1
Pengurus Provinsi
Pasal 36

Pembentukan Dewan Pengurus Provinsi pada daerah Provinsi hasil Pemekaran

dilakukan dengan cara:

(1) DPP PPNI menunjuk pelaksana tugas sebagai pengurus caretaker pada wilayah
pemekaran tersebut.

(2) Pengurus caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam AD / ART
PPNI.

(3) Pengurus caretaker wilayah pada provinsi pemekaran mempersiapkan
musyawarah wilayah sampai terlaksana musyawarah wilayah.

(4) Kepengurusan hasil pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW Provinsi
disampaikan kepada DPP PPNI untuk mendapat pengesahan.

(5) Kepengurusan caretaker pemekaran wilayah berakhir setelah kepengurusan
wilayah dilantik.

Paragraf 2
Pengurus Kabupaten/Kota
Pasal 37

Pembentukan DPD Kabupaten/Kota pada daerah Kabupaten/Kota hasil pemekaran

dilakukan dengan cara:

(1) DPW PPNI menunjuk pelaksana tugas sebagai pengurus caretaker pada daerah
pemekaran.

(2) Pengurus caretaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam AD / ART
PPNI.
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Pengurus caretaker daerah pemekaran mempersiapkan musyawarah daerah
sampai terlaksana musyawarah daerah.

Kepengurusan hasil pelaksanaan musyawarah daerah disampaikan kepada DPW
PPNI untuk mendapat pengesahan.

Kepengurusan caretaker pemekaran daerah berakhir setelah kepengurusan
daerah dilantik.

BAB IX
PELAKSANA TUGAS PENGURUS

(CARETAKER)

Bagian Kesatu
Pelaksana Tugas (Caretaker)
Pasal 38

Pelaksana tugas (caretaker) merupakan pengurus sementara yang bertugas
mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah dalam rangka pergantian
kepengurusan.

Pelaksana tugas (caretaker) hanya di tingkat DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI
Kabupaten/Kota, DPK PPNI Komisariat, DPLN PPNI Perwakilan Luar Negeri dan
Badan Kelengkapan.

Pelaksana tugas (caretaker) dewan pengurus sesuai tingkatannya ditunjuk oleh
pengurus PPNI satu tingkat di atasnya.

Apabila Ketua Umum DPP PPNI berhenti atau berhalangan tetap sebelum habis
masa jabatannya, maka ditunjuk Pelaksana Tugas (caretaker) yang dipilih dari
salah satu anggota pengurus DPP PPNI melalui Rapat Pleno DPP PPNI.
Pelaksana Tugas (caretaker) Ketua Umum DPP PPNI bertugas untuk
menggantikan Ketua Umum DPP PPNI sampai dengan terpilihnya Ketua Umum
definitif.

Pelaksana tugas (caretaker) DPW, DPD, DPK dan Badan Kelengkapan diangkat
oleh Dewan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya melalui rapat pleno.

Masa kerja pelaksana tugas (caretaker) diberikan waktu selama-lamanya 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan sebagai Pelaksana Tugas
(caretaker) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB X
PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 39

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat;

a. Ketua Umum DPP PPNI dilantik oleh Pimpinan Munas dalam Sidang
Paripuma pelantikan Ketua Umum terpilih.

b. Pengurus lengkap Dewan Pengurus Pusat PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat
PPNI, Ketua MKEK Pusat dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI.



(3)

Pelantikan Dewan Pengurus Provinsi:

a. Ketua DPW PPNI Provinsi dilantik oleh Ketua Umum atau anggota pengurus
yang mendapat mandat dari Ketua Umum DPP PPNI dalam Sidang Pleno
Muswil.

b. Pengurus lengkap Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi, Dewan
Pertimbangan Provinsi dilantik oleh Ketua DPW PPNI Provinsi atas nama
Ketua Umum DPP PPNI acara khusus pelantikan.

c. Pengurus MKEK Provinsi dilantik oleh Ketua MKEK Pusat atau yang
dimandatkan.

Pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota:

a. Ketua DPD PPNI Kabupaten/Kota dilantik oleh Ketua DPW Provinsi atau
personel DPW PPNI Propinsi yang mendapat mandat dari Ketua DPW
Provinsi atas nama Ketua Umum DPP PPNI dalam Sidang Pleno Musda.

b. Pengurus lengkap DPD Kabupaten/Kota, Dewan Pertimbangan
Kabupaten/Kota, dilantik oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Kota atas nama
DPW PPNI Provinsi dalam acara khusus Pelantikan.

Pelantikan Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri

a. Ketua DPLN PPNI dilantik oleh Ketua Umum atau Pengurus DPP PPNI yang
diberi mandat oleh Ketua Umum DPP PPNI dalam Sidang Pleno Musyawarah
Perwakilan Luar Negeri atau acara khusus pelantikan.

b. Pengurus lengkap DPLN, Dewan Pertimbangan DPLN, dilantik oleh Ketua
DPLN atas nama Ketua Umum DPP PPNI dalam acara khusus Pelantikan.
Ketua DPK dan Pengurus lengkap DPK dilantik oleh Ketua DPD PPNI atau
personel DPD PPNI yang mendapat mandat dari Ketua DPD PPNI dalam Sidang

Pleno Musyawarah Anggota.

Pada kondisi tertentu atas permohonan pengurus DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI

Kabupaten/Kota, Ketua Umum DPP PPNI dapat melakukan pelantikan pengurus

lengkap DPW PPNI Provinsi atau DPD PPNI Kabupaten/Kota.

Pelantikan Pengurus badan kelengkapan:

a. Ketua Badan Kelengkapan tingkat Pusat dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI
atau anggota pengurus DPP PPNI yang diberi mandat pada acara
musyawarah/kongres nasional Badan Kelengkapan.

b. Pengurus lengkap Badan Kelengkapan tingkat Pusat dilantik oleh Badan
Kelengkapan tingkat Pusat dalam acara khusus pelantikan.

c. Ketua Badan Kelengkapan tingkat Provinsi dilantik oleh Ketua Badan
Kelengkapan tingkat Pusat atau anggota Badan Kelengkapan tingkat Pusat
yang diberi mandat disaksikan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi atau anggota
pengurus DPW PPNI Provinsi yang diberi mandat.

d. Pengurus lengkap Badan Kelengkapan tingkat Provinsi dilantik oleh Ketua
Badan Kelengkapan tingkat Provinsi dalam acara khusus pelantikan
disaksikan oleh anggota pengurus DPW PPNI Provinsi yang diberi mandat.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelantikan diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.



BAB XI

PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Bagian Kesatu
Pergantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 40

Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan apabila:

(1)
(2)
3)
(4)

(5)

(6)
(7)

meninggal dunia;

berhenti atas permintaan sendiri;

berhenti sebagai anggota;

pindah ke tempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif
dalam waktu 6 (enam) bulan dan atau tidak menghadiri rapat 6 (enam) kali
berturut-turut dengan alasan yang dapat diterima forum rapat;

tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan
evaluasi rapat pleno Dewan Pengurus, ketentuan lebih lanjut perihal ini, diatur
dalam peraturan organisasi tentang disiplin Pengurus;

Pergantian antar waktu anggota Pengurus DPP PPNI melalui Rapat Pleno DPP
PPNI.

Pengusulan pergantian antar waktu Pengurus diusulkan berdasarkan Rapat Pieno
DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/Kota, DPK PPNI Komisariat dan DPLN
PPNI Perwakilan Luar Negeri kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya;
Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya dapat menerima atau menolak usulan
Dewan Pengurus yang mengusulkan pergantian antar waktu Pengurus
sebagaimana pada ayat (6) melalui Rapat Pleno.

Apabila Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya menolak usulan Dewan
Pengurus yang mengusulkan pergantian antar waktu Pengurus sebagaimana
pada ayat (7) maka Dewan Pengurus yang mengusulkan pergantian antar waktu
harus mengusulkan ulang.

Apabila yang dilakukan pergantian antar waktu adalah Ketua DPW PPNI Provinsi,
Ketua DPD PPNI Kabupaten/Kota, Ketua DPK PPNI Komisariat atau Ketua DPLN
PPNI Perwakilan Luar Negeri, maka Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya
menunjuk Ketua pelaksana tugas (caretaker) sampai dilantiknya Ketua Pengganti
Antar Waktu.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pengurus
Pasal 41

Pengurus PPNI dapat diberhentikan oleh:

(1)
(@)
(3)

Pengurus Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno DPP PPNI setelah berkonsultasi
dengan Dewan Pertimbangan Pusat.

Pengurus Provinsi dilakukan oleh DPP PPNI atas usulan hasil Rapat Pleno DPW
Provinsi yang dihadiri perwakilan Dewan Pertimbangan DPW Provinsi.

Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPW Provinsi PPNI atas usulan hasil
Rapat Pleno DPD Kabupaten/Kota yang dihadiri perwakilan Dewan Pertimbangan
DPD Kabupaten/Kota.
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(7)
(8)

Pengurus Komisariat dilakukan oleh DPD Kabupaten/Kota atas usul hasil Rapat
DPK.

Pengurus Pusat lkatan atau Himpunan dilakukan melalui Rapat Pleno |katan atau
Himpunan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP PPNI.

Pengurus lkatan atau Himpunan di Tingkat Wilayah dilakukan melalui Rapat Pleno
Ikatan atau Himpunan Wilayah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus
Pusat lkatan atau Himpunan.

Pengurus PPNI sesuai tingkatannya yang berwenang secara otomatis apabila
berhenti sebagai anggota PPNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus diatur dalam Peraturan
Organisasi PPNI.

BAB XIi
KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Bagian Kesatu
Kewenangan Pengurus
Pasal 42

DPP PPNI berwenang untuk:

a. membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Munas dan atau

Rakernas;

memutuskan penyelesaian perbedaan penafsiran AD/ART,;

menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Munas;

menetapkan tempat pelaksanaan Munas;

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;

mengangkat dan atau memberhentikan karyawan yang dipekerjakan di DPP;

memberikan penghargaan terhadap orang, badan, lembaga yang berjasa

terhadap profesi keperawatan;

h. meminta pertanggungjawaban DPW Provinsi dalam rangka pelaksanaan hasil
Munas secara periodik;

i. menetapkan pemberhentian keanggotaan PPNI;

j. menetapkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPW Provinsi
sesuai usulan hasil Musyawarah Wilayah;

k. membekukan dan memberhentikan kepengurusan DPW Provinsi, DPLN,
Badan Kelengkapan dan Badan-badan lain yang tidak menjalankan AD/ART,
Peraturan Organisasi dan kebijakan DPP;

I.  memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan
Organisasi; dan

m. menginstruksikan kepada DPW untuk melakukan kajian, pemeriksaan
terhadap adanya dugaan pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh DPD.

n. menginstruksikan kepada DPW untuk memberikan sanksi tegas terhadap
DPD yang terbukti melakukan pelanggaran AD/ART

o. membentuk dan mengelola Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-badan
fain PPNI.

@ "0 o0C
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(2)

DPW Provinsi berwenang untuk:

a.

b.

~ o oo

membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Muswil dan
atau Rakerwil;

menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Muswil dengan
mempertimbangkan amanat Munas, kebijakan dan aturan organisasi DPP
PPNI;

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;

menetapkan tempat Musyawarah Wilayah;

mengangkat dan atau memberhentikan karyawan yang dipekerjakan di DPW;
meminta pertanggungjawaban DPD Kabupaten/Kota dalam rangka
pelaksanaan hasil Muswil secara periodik;

menetapkan  Surat  Keputusan pengesahan  kepengurusan DPD
Kabupaten/Kota sesuai usulan hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
memberikan rekomendasi kepada DPP untuk membekukan sampai
memberhentikan kepengurusan DPD Kabupaten/Kota bila tidak sejalan
dengan kebijakan serta AD/ART organisasi;

membekukan sampai memberhentikan kepengurusan DPK bila tidak sejalan
dengan kebijakan serta AD/ART organisasi serta menunjuk caretaker sebagai
penganti menjalankan fungsi organisasi sampai terbentuknya kepengurusan
baru;

memperoleh dana dan iuran anggota maupun hasil usaha lainnya di bawah
tanggung jawab DPW;

memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan
Organisasi; dan

mendirikan dan mengelola badan usaha PPNI yang dapat dibentuk di wilayah
Provinsi sesuai dengan Peraturan Organisasi.

DPD Kabupaten/Kota berwenang untuk :

a.

=0 a0

membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Musda
Kabupaten/Kota dan atau Rakerda;

menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Musda dengan
mempertimbangkan amanat Muswil, Munas, dan kebijakan organisasi DPP
PPNI;

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;

menetapkan tempat Musyawarah Daerah;

mengangkat dan atau memberhentikan karyawan yang dipekerjakan di DPD;
meminta pertanggungjawaban DPK dalam rangka pelaksanaan hasil Musda
secara periodik;

menetapkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPK sesuai usulan
hasil Musyawarah Komisariat (Musyawarah Anggota);

memberikan rekomendasi kepada DPW Provinsi untuk membekukan sampai
memberhentikan kepengurusan DPK bila tidak sejalan dengan kebijakan serta
AD/ART organisasi serta menunjuk caretaker sebagai penganti menjalankan
fungsi organisasi sampai terbentuknya kepengurusan baru;

memperoleh masukan dana dan iuran anggota maupun hasil usaha lainnya di
bawah tanggung jawab DPD;

memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan
Organisasi; dan

mendirikan dan mengelola badan usaha PPNI yang dapat dibentuk di
Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Organisasi.
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(4) DPK berwenang untuk:

a.

melakukan penerimaan anggota baru dan lama, penarikan iuran anggota
sesuai AD/ART,;

melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota;

menjalankan fungsi organisasi sesuai AD/ ART dan Kebijakan Organisasi
PPNI;

melakukan pendataan anggota di wilayahnya dan melaporkan ke DPD
Kabupaten/Kota, DPW Provinsi, dan DPP PPNI;

mengusulkan dan meminta nomor keanggotaan sesuai AD/ART; dan
mengusulkan pemberhentian keanggotaan PPNI kepada DPD
Kabupaten/Kota, dan DPW Provinsi melalui proses telaah Pengurus
Komisariat.

(6) DPLN berwenang untuk:

a.

membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Musyawarah
LN dan atau Rapat Kerja Perwakilan LN;

menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Musyawarah LN
dengan mempertimbangkan amanat Munas, kebijakan dan aturan organisasi
DPP PPNI;

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;

memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan
Organisasi; dan

memperoleh masukan dana dari iuran anggota maupun hasil usaha lainnya di
bawah tanggung jawab organisasi profesi Perwakilan LN.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengurus
Pasal 43

(1) DPP PPNI berkewajiban untuk:

a.
b.

o

g.
h.
i.
j.

menyelenggarakan Munas setiap 5 (lima) tahun sekali;

menyelenggarakan Rakernas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode
kepengurusan;

menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional;

menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang;

melaksanakan Keputusan Munas dan atau Rakernas serta Rapat lainnya di
tingkat kepengurusan DPP;

melakukan pembinaan dan pengawasan anggota PPNI melalui kepengurusan
di bawah struktur DPP PPNI;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan pada Munas;
menyampaikan laporan kemajuan organisasi pada Rakernas;

menjalankan pengelolaan, regulasi anggota dan organisasi; dan

melakukan audit keuangan dan aset oleh auditor independen.

(2) DPW Provinsi berkewajiban untuk:

a.

menyelenggarakan Muswil selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
Munas PPNI yang terakhir sebelum masa kepengurusan berakhir;
menyelenggarakan Rakerwil minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode
kepengurusan;

menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah;
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menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang;

melaksanakan kebijakan dan keputusan-keputusan DPP PPNI;

melaksanakan Keputusan Muswil dan atau Rakerwil;

menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan pada Muswil;
menyampaikan laporan kemajuan organisasi pada Rakerwil;

menjalankan pengelolaan, regulasi anggota, dan organisasi;

menyampaikan laporan periodik kepada DPP PPNI, meliputi: kinerja,
keanggotaan PPNI, aset organisasi, dan usaha yang mengatasnamakan
PPNI; dan

membina hubungan baik dengan semua instansi yang sah, yaitu: pemerintah,
swasta, organisasi kemasyarakatan (LSM), organisasi profesi lain di
wilayahnya.

(3) DPD Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:

a.

~Ta o

menyelenggarakan Musda Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Muswil PPNl yang terakhir sebelum masa kepengurusan
berakhir;

menyelenggarakan Rakerda Kabupaten/Kota selambat-lambahya 1 tahun
setelah Rakerwil PPNI yang terakhir;

menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang;

melaksanakan kebijakan dan keputusan DPP dan DPW Provinsi sesuai AD
ART,;

melaksanakan Keputusan Musda Kabupaten/Kota dan atau Rakerda
Kabupaten/Kota;

menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan pada Musda ;
menyampaikan laporan kemajuan organisasi pada Rakerda;

menjalankan pengelolaan anggota dan organisasinya;

menyampaikan laporan periodik kepada DPW Provinsi dan tembusan ke DPP
PPNI meliputi: kinerja, keanggotaan PPNI, aset organisasi, dan usaha yang
mengatasnamakan PPNI; dan

membina hubungan baik dengan semua instansi yang sah, yaitu: pemerintah,
swasta, organisasi kemasyarakatan (LSM), organisasi profesi lain, di
wilayahnya.

(4) DPK berkewajiban untuk:

a.

e.

membantu proses penerimaan anggota sesuai dengan prosedur Sistem
Keanggotaan;

monitoring pendataan anggota secara periodik dan dilaporkan ke DPW
Provinsi dan DPP PPNI;

melaksanakan program kerja di wilayahnya merujuk pada program kerja hasil
Musyawarah PPNI;

melaksanakan pembinaan anggota PPNI di wilayahnya dengan dukungan
DPD Kabupaten/Kota, DPW Provinsi; dan

mentaati pelaksanaan peraturan, kebijakan, dan keputusan-keputusan
organisasi DPP PPNI, DPW Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota.

(5) DPLN berkewajiban untuk:

a.

menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan LN selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah Munas sebelum masa kepengurusan berakhir;

menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan pada Musyawarah
Perwakilan LN;

melaksanakan kebijakan dan keputusan DPP PPNI;

63



(3)
(4)

melaksanakan Keputusan Musyawarah Perwakilan LN;
menyelenggarakan Rapat Kerja;

menyampaikan laporan kinerja organisasi pada Rapat Kerja;
menjalankan pengelolaan, regulasi anggota, dan organisasi; dan
menyampaikan laporan periodik kepada DPP PPNI;

Te ™o o

Bagian Ketiga
Hak Pengurus
Pasal 44

Pengurus berhak menggunakan dan mengatasnamakan organisasi PPNI sesuai
tingkat kepengurusan dan sesuai aturan yang berlaku di organisasi.

Pengurus berhak mewakili PPN| pada kegiatan-kegiatan PPNI atau di luar PPNI
setelah mendapat mandat atau surat tugas dari Ketua Umum/Ketua atau
Sekretaris Jenderal, Sekretaris PPNI sesuai tingkat organisasi.

Pengurus berhak mengemukakan pendapat, usulan, dan saran di setiap rapat-
rapat atau kegiatan lain untuk kemajuan Organisasi PPNL.

Pengurus berhak menerima imbalan yang besarannya disesuaikan dengan aturan
yang berlaku.

BAB XiIl
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 45
Majelis Kehormatan Etik Keperawatan dibentuk oleh DPP PPNI.
Majelis Kehormatan Etik Keperawatan berkedudukan di Pusat dan dapat
membentuk perwakilan di tingkat Provinsi. '
Majelis Kehormatan Etik Keperawatan bertanggung jawab kepada DPP PPNI.

Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 46

MKEK berfungsi menegakkan kode etik perawat Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MKEK

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik; dan

b. Memutuskan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MKEK

berwenang untuk:

a. Meminta keterangan dan atau data kepada pelapor, pihak yang dilaporkan,
dan atau para saksi;
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b. Memberikan rekomendasi kepada DPP PPNI dan atau DPW PPNI untuk
memberikan sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti
melanggar kode etik; dan

c. Membentuk tim ad hoc untuk melakukan sidang etik atau telaah masalah etik
guna memberikan rekomendasi sebagaimana huruf b.

(4). Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Etik diatur dalam Peraturan

Organisasi PPNI.

Bagian Ketiga
Struktur Kepengurusan
Pasal 47

Pengurus Majelis Kehormatan Etik terdiri dari :

(1) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;

(2) 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;

(3) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;

(4) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota; dan
(5) 3 (tiga) atau 5 (lima) orang Anggota.

BAB Xl
KOLEGIUM DAN BADAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Kolegium

Pasal 48

Kolegium dibentuk sesuai dengan cabang ilmu keperawatan.

Kolegium dalam melaksanakan fungsinya mengampu cabang ilmu dilakukan
secara otonom.

Kolegium bertanggung jawab kepada DPP PPNI.

Kolegium dalam hubungan keluar organisasi harus melalui persetujuan DPP
PPNI.

Majelis Kolegium dapat dibentuk jika Kolegium lebih dari 1 (satu).

Masa kepengurusan Kolegium adalah selama 5 (lima) tahun.

Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Kolegium diatur dalam Peraturan
Organisasi PPNI.
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Bagian Kedua
Badan Kelengkapan

Pasal 49
Persyaratan Pembentukan Badan Kelengkapan

Ikatan atau Himpunan pertama kali terbentuk di tingkat Pusat.

Badan Kelengkapan tidak memiliki AD dan ART tetapi mengikuti AD dan ART
PPNI.

lkatan atau Himpunan wajib memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi minimal
60% (enam puluh persen) dari seluruh DPW Provinsi PPNI.

Kepengurusan lkatan atau Himpunan dibentuk sampai tingkat Provinsi.

Mendapat rekomendasi dari Ikatan dan atau Himpunan terkait.

Mempunyai Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Organisasi internal dan
Rancangan Standar Kompetensi Keahlian Kekhususan.

Proses Pembentukan lkatan atau Himpunan
Pasal 50

Kelompok kerja komunitas perawat yang akan membentuk lkatan atau Himpunan
baru mengajukan permohonan persetujuan pendirian lkatan atau Himpunan
kepada DPP PPNI dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (6).

Apabila permohonan telah disetujui DPP PPNI, calon lkatan atau Himpunan harus
menyelenggarakan Kongres.

Kongres berwenang memilih Ketua lkatan atau Himpunan, menyepakati Naskah
Akademik, Peraturan Organisasi Ikatan atau Himpunan serta Keputusan lain yang
berkaitan dengan lkatan atau Himpunan.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembentukan lkatan atau Himpunan
diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Kelengkapan Organisasi lkatan atau Himpunan
Pasal 51

Kelengkapan lkatan atau Himpunan terdiri dari:

(a) Bendera Merah Putih;

(b) Bendera PPNI;

(c) Bendera lkatan atau Himpunan;

(d) Pin/Lambang/Emblem PPNI; dan

(e) Pin/lLambang/Emblem lkatan atau Himpunan.

Sekretariat lkatan atau Himpunan harus tersedia Bendera Republik Indonesia,
Bendera PPNI, dan Bendera lkatan atau Himpunan.

Setiap kegiatan resmi Ikatan atau Himpunan harus terpasang ketiga bendera pada
ayat (1) dan wajib menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI.

Jas Ikatan atau Himpunan adalah jas PPNI.
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Kewenangan
Pasal 52

Ikatan atau Himpunan berwenang untuk:

(1)
(2)

(3)
(4)

membina anggota ikatan atau himpunan;

memberikan masukan dan melaporkan kepada PPNI tentang pengembangan
profesi; dan

menjadi pelaksana kerja sama antara PPNI| dengan pihak lain dalam wilayah
tugas pokok lkatan atau Himpunan.

pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat
mandat tertulis dari DPP PPNI.

Tugas Pokok
Pasal 53

Ikatan atau Himpunan memiliki tugas pokok membina anggota dan pengembangan
profesi dalam kekhususannya serta memberikan masukan kepada PPN! dalam
menentukan kompetensi kekhususan dimaksud.

Struktur Kepengurusan
Pasal 54

Susunan Kepengurusan lkatan atau Himpunan terdiri dari Pengurus Pusat,
Pengurus Provinsi.

Ketua lkatan atau Himpunan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua PPNI
di semua level kepengurusan dan tidak dapat merangkap jabatan dengan
kepengurusan lkatan atau Himpunan lainnya.

Struktur kepengurusan lkatan atau Himpunan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Bidang-bidang
sesuai kebutuhan.

Masa Kerja Pengurus
Pasal 55

Masa kerja Pengurus lkatan atau Himpunan adalah selama 5 (lima) tahun.
Masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Ketua Pengurus
lkatan atau Himpunan.
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Pembubaran lkatan atau Himpunan
Pasal 56

(1) Ilkatan atau himpunan dapat dibubarkan jika bertentangan dengan AD/ART,
Peraturan Organisasi dan kebijakan PPNI.

(2) Pembubaran dilakukan melalui Rapat Pleno DPP PPNI dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan DPP PPNI.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan, pembubaran dan struktur
organisasi lkatan dan Himpunan diatur dalam Peraturan Crganisasi PPNI.

BAB XIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah Nasional
Pasal 58

(1) Status Musyawarah Nasional meliputi:

a.

e.

Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat Munas merupakan pelaksanaan
kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat nasional.

Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP PPNI melalui
Panitia Munas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada DPP PPNI.
Panitia Munas terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
Munas luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan
dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari DPW Provinsi yang ada.

Munas dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.

(2) Kewenangan Munas terdiri dari:

a.
b.
c.

sa ™o

Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Munas;

Memilih dan mengesahkan Pimpinan Munas;

Menilai pertanggungjawaban DPP PPNI mengenai pelaksanaan hasil Munas
sebelumnya, apabila pertanggungjawaban DPP PPNI selesai, maka DPP
PPNI! dinyatakan demisioner, dan selanjutnya DPP PPNI mempunyai status
anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum DPP
PPNI demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai
berakhir Munas;

Menyempurnakan dan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar
program kerja Organisasi dan rekomendasi;

Memilih dan melantik Ketua Umum DPP PPNI terpilih;

Menetapkan Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;

Memilih Anggota Tim Formatur;

Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel DPP
PPN, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan
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Pusat, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPNI secara
otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar;

Memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP PPNI terpilih untuk melantik
pengurus DPP PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat, majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Pusat, Kolegium, Ikatan atau Himpunan, dan badan
kelengkapan PPNI lainya; dan

Menetapkan garis-garis besar program kerja DPP PPNI;

(3) Pedoman Umum Munas terdiri dari:

a.

Munas diselenggarakan oleh DPP PPNI melalui Panitia Munas yang terdiri
dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat dengan
hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada DPP PPNI melalui Rapat
Pleno.
Panitia Pengarah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan termasuk
materi dan substansi Munas.
Panitia Pelaksana bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan
Munas.
Peserta Munas adalah:
i. Utusan, terdiri dari:

a) Utusan DPP PPNI 5 (lima) orang.

b) Utusan DPW Provinsi 3 (tiga) orang.

c) Utusan DPD Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang.

d) Utusan Dewan Pertimbangan Pusat 1 (satu) orang.

e) Utusan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat 1 (satu) orang.

f) Utusan DPLN di luar negeri masing-masing 1 (satu) orang

g) Utusan wajib dibuktikan dengan surat tugas/mandat sebagai utusan

dari organisasi yang diwakilinya.
h) Dalam kondisi force majeure (kahar), jumlah utusan dapat disesuaikan
dengan kondisi yang ada.

i. Peninjau adalah DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK,
Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan, Pengurus Kolegium, Pengurus Ikatan atau Himpunan diluar
utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri Munas.

Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau
mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja.

Munas sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu)
jumlah Provinsi yang ada.

Munas dipimpin oleh Pimpinan Munas yang terdiri dari seorang Ketua,
seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.

Sidang Paripurna | dan Il dipimpin DPP PPNI.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam
Tata Tertib Munas.
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Bagian Kedua
Rapat Kerja Nasional
Pasal 59

Pedoman Rapat Kerja Nasional meliputi:

a.
b.

e.

Rakernas diselenggarakan oleh DPP PPNI;

Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali 1 (satu) kali dalam satu
periode kepengurusan;

Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat dilakukan sewaktu-waktu
atas usul DPP PPNI atau DPW Provinsi dan mendapat persetujuan sekurang-
kurangnya (1/2) setengah jumlah DPW Provinsi yang ada;

Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas adalah rapat kerja DPP PPNI yang
dihadiri oleh DPP PPNI, Dewan pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Indonesia, Kolegium, Pengurus lkatan atau Himpunan dan
badan kelengkapan lainnya, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota serta
peninjau sesuai undangan dari DPP PPNI; dan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan
tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Kewenangan Rapat Kerja Nasional :

a.

o

Menilai pelaksanaan program kerja amanat Munas, menyempurnakan dan
memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan
Selanjutnya;

Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk Kkelangsungan atau
perkembangan organisasi;

Membahas materi yang akan didiskusikan pada Munas yang akan datang; dan
Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus dilaksanakan
oleh seluruh pengurus dan anggota PPNI.

Bagian Ketiga
Musyawarah Wilayah Provinsi
Pasal 60

Status Musyawarah Wilayah Provinsi meliputi:

a.

e.

Musyawarah Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat Muswil merupakan
pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi.

Muswil diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPW Provinsi
melalui Panitia Muswil, yang diangkat dan bertanggung kepada DPW Provinsi.
Panitia Muswil terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
Muswil luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan
dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari DPD Kabupaten/Kota yang ada.
Muswil dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi.

Kewenangan Muswil :

a.
b.
c.

Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Muswil;

Memilih dan mengesahkan Pimpinan Muswil;

Menilai pertanggungjawaban DPW Provinsi mengenai pelaksanaan hasil
Muswil sebelumnya, apabila pertanggungjawaban DPW Provinsi selesai,
maka DPW Provinsi dinyatakan demisioner, dan selanjutnya DPW Provinsi
mempunyai status anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat
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sebelum pengurus DPW Provinsi demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat
memilih dan dipilih sampai berakhir Muswil;

Memilih dan melantik Ketua DPW Provinsi terpilih;

Menetapkan Ketua DPW Provinsi terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
Memilih Anggota Tim Formatur;

Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel DPW
Provinsi, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Majelis Kehormatan Etik
Provinsi, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPNI Provinsi
secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar;

Memberikan mandat kepada Ketua DPW Provinsi terpilih untuk melantik
pengurus DPW Provinsi, Dewan Pertimbangan Provinsi, Majelis Kehormatan
Etik Keperawatan Provinsi; dan

Menetapkan program kerja DPW Provinsi sebagai penjabaran garis-garis
besar program kerja hasil Munas.

Pedoman Umum Muswil terdiri dari:

a.

Muswil diselenggarakan oleh DPW Provinsi melalui Panitia Muswil yang terdiri

dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat dengan

hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada DPW Provinsi melalui

Rapat Pleno.

Panitia Pengarah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan termasuk

materi dan substansi Muswil.

Panitia Pelaksana bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan

Muswil.

Peserta Muswil terdiri dari :

i. Utusan:

a. Utusan DPW Provinsi 5 (lima) orang.

b. Utusan DPD Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang.

c. Utusan Dewan pertimbangan dan Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan, masing-masing 1 (satu) orang.

d. Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utusan dari
organisasi yang diwakilinya.

i. Peninjau adalah DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK,
Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan, Pengurus lkatan atau Himpunan diluar utusan, serta
undangan lain yang berminat menghadiri Muswil.

iii. Pelaksanaan Muswil wajib dihadiri oleh DPP PPNI untuk memberikan
arahan dan masukan.

Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau

mempunyai hak bicara dan hak dipilih.

Muswil sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu)

jumlah Kabupaten/Kota yang ada di bawah DPW Provinsi.

Muswil dipimpin oleh Pimpinan Muswil yang terdiri dari seorang Ketua,

seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Sidang paripurna pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan

Pimpinan Muswil dipimpin oleh Ketua DPW Provinsi, Sekretaris, dan Wakil

Ketua Bidang Organisasi Keanggotaaan dan Kaderisasi.

Apabila pelaksanaan Muswil tidak memenuhi syarat kehadiran sebagaimana

ayat (3) huruf f, maka pelaksanaan Muswil ditunda paling lambat 3 (tiga) bulan

dan dibuat Berita Acara bahwa Muswil ditunda.
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Apabila sampai dengan masa kepengurusan DPW Provinsi berakhir Muswil
belum terlaksana maka DPP menetapkan pelaksana tugas (caretaker) DPW
Provinsi yang bertugas menyelenggarakan Muswil.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam
Tata Tertib Muswil.

Bagian Keempat
Rapat Kerja Wilayah Provin:i
Pasal 61

(1) Pedoman Rapat kerja Wilayah Provinsi meliputi:

a.
b.

Rapat Kerja Wilayah Provinsi diselenggarakan oleh DPW Provinsi;

Rapat Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu
periode kepengurusan;

Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Wilayah dapat dilakukan sewaktu-
waktu atas usul DPW Provinsi atau DPD Kabupaten/Kota dan mendapat
persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPD Kabupaten/Kota
yang ada;

Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil adalah rapat kerja DPW Provinsi yang
dihadiri oleh DPP, DPW Provinsi, Dewan pertimbangan DPW, Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan DPW, Pengurus lkatan atau Himpunan dan
badan kelengkapan lainnya di tingkat DPW, DPD Kabupaten/Kota, serta
peninjau sesuai undangan dari DPW Provinsi;

Pelaksanaan Rakerwil wajib dihadiri oleh DPP PPNI untuk memberikan
arahan dan masukan; dan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan
tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

(2). Kewenangan Rapat Kerja Wilayah terdiri dari:

a.

Menilai pelaksananan program kerja amanat Muswil, menyempurnakan dan
memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan
selanjutnya; .
Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau
perkembangan organisasi; dan

Membahas materi yang akan didiskusikan pada Muswil yang akan datang.

Bagian Kelima
Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 62

(1) Status Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

a.

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Musda
Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di
tingkat Kabupaten/Kota.

Musda Kabupaten/Kota diselengarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPD
Kabupaten/Kota melalui Panitia Musda Kabupaten Kota, yang diangkat dan
bertanggung jawab kepada DPD Kabupaten/Kota.



d.

Panitia Musda Kabupaten/Kota terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia
Pelaksana (OC).

Musda Kabupaten/Kota luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa
yang diusulkan dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari DPK yang ada.

(2) Kewenangan Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:

a.
b.
c.

@ ~oa

Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Musda Kabupaten/Kota;

Memilih dan mengesahkan Pimpinan Musda Kabupaten/Kota;

Menelaah pertanggungjawaban DPD Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan
hasil Musda Kabupaten/Kota sebelumnya, apabila pertanggungjawaban DPD
Kabupaten/Kota selesai, maka DPD Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner
dan selanjutnya DPD Kabupaten/Kota mempunyai status anggota biasa,
namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum DPD Kabupaten/Kota
demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai
berakhir Musda Kabupaten/Kota;

Memilih dan melantik Ketua DPD Kabupaten/Kota terpilih;

Menetapkan Ketua DPD Kabupaten/Kota terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
Memilih Anggota Tim Formatur;

Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel DPD
Kabupaten/Kota, Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota, setelah terbentuk
kepengurusan lengkap organisasi PPNI Kabupaten/Kota secara otomatis Tim
Formatur dinyatakan bubar;

Memberikan mandat kepada Ketua DPD Kabupaten/Kota terpilih untuk
melantik pengurus DPD Kabupaten/Kota, dan Dewan Pertimbangan
Kabupaten/Kota; dan

Menetapkan program kerja DPD Kabupaten/Kota sebagai penjabaran garis-
garis besar program kerja hasil Munas.

(3) Pedoman umum Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:

a.

Musda Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD Kabupaten/Kota melalui

Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat dengan hak

otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada DPD Kabupaten/Kota melalui

Rapat Pleno.

Panitia Pengarah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan substansi

Musda Kabupaten /Kota.

Panitia Pelaksana bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan

Musda Kabupaten/Kota.

Peserta Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:

i. Utusan:

a) DPD Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang.

b) Dewan pertimbangan 1 (satu) orang.

¢) DPK 3 (tiga) orang.

d) Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utusan dari
organisasi yang diwakilinya.

ii. Peninjau adalah DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK,
Pengurus Dewan Pertimbangan DPD, serta undangan lain yang berminat
menghadiri Musda Kabupaten/Kota.

iii. Pelaksanaan Musda waijib dihadiri oleh DPW Provinsi untuk memberikan
arahan dan masukan. .

Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau

mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
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Musda Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah
Komisariat yang ada di bawah DPD Kabupaten/Kota.

Musda Kabupaten/Kota dipimpin Pimpinan Musda Kabupaten/Kota yang terdiri
dari seorang Ketua, seorang sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota.

Apabila pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat
kehadiran sebagaimana ayat (3) huruf f, maka pelaksanaan Musda
Kabupaten/Kota ditunda paling lambat 3 (tiga) bulan dan dibuat Berita Acara
bahwa Musda Kabupaten/Kota ditunda.

Apabila sampai dengan masa kepengurusan DPD Kabupaten/Kota berakhir
Muswil belum terlaksana maka DPW Provinsi menetapkan pelaksana tugas
(caretaker) DPD Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan Musda.
Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam
Tata Tertib Musda Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Rapat Kerja Daerah
Pasal 63

(1) Pedoman Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

a.

e.

Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD
Kabupaten/Kota; disingkat Rakerda adalah Rapat Kerja DPD Kabupaten/Kota
yang dihadiri oleh utusan DPK;

Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu
periode kepengurusan;

Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Daerah dapat dilakukan sewaktu-
waktu atas usul DPD Kabupaten/Kota atau DPK dan mendapat persetujuan
sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPK yang ada;

Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota disingkat Rakerda adalah Rapat Kerja
DPD Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh DPW, DPK serta peninjau sesuai
undangan dari DPD Kabupaten/Kota; dan

Pelaksanaan Rakerda wajib dihadiri oleh DPW Provinsi untuk memberikan
arahan dan masukan.

(2) Kewenangan Rapat Kerja Daerah terdiri dari:

a.

Menilai pelaksananan progam kerja amanat Musda Kabupaten/Kota,
menyempurnakan dan memperbaiki untuk diaksanakan pada sisa periode
kepengurusan selanjutnya;

Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau
perkembangan organisasi; dan

Membahas materi yang akan didiskusikan pada Musda Kabupaten/Kota yang
akan datang.
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Bagian Ketujuh
Musyawarah Perwakilan LN
Pasal 64

Status Musyawarah Perwakilan LN meliputi:

a.

b.

c.
d.

Musyawarah Perwakilan LN selanjutnya disingkat MusLN merupakan
pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Perwakilan LN;

MusLN diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus MusLN
melalui Panitia MusLN, yang diangkat dan bertanggung kepada DPP PPN,
Panitia MusLN terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana; dan
MusLN luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa.

Ketentuan Musyawarah Perwakilan LN diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Organisasi PPNI.
Kewenangan Musyawarah Perwakilan LN terdiri dari:

a.
b.
c.

@™o o

Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib MusLN;

Memilih dan mengesahkan Pimpinan MusLN;

Menilai pertanggungjawaban Pengurus Perwakilan LN mengenai pelaksanaan
hasil MusLN sebelumnya, apabila pertanggung jawaban DPLN selesai, maka
DPLN dinyatakan demisioner, namun pengurus yang sudah diberi mandat
sebelum pengurus DPW Provinsi demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat
memilih dan dipilih sampai berakhir MusLN;

Memilih dan melantik Ketua DPLN terpilih;

Menetapkan Ketua DPLN terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;

Memilih Anggota Tim Formatur Perwakilan LN;

Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel DPLN,
Dewan Pertimbangan Perwakilan LN;

Memberikan mandat kepada Ketua DPLN terpilih untuk melantik pengurus
DPLN, Dewan Pertimbangan Perwakilan LN; dan

Menetapkan program kerja DPLN sebagai penjabaran garis-garis besar
program kerja hasil Munas.

Bagian Kedelapan
Musyawarah Komisariat
Pasal 65

Status Musyawarah Komisariat meliputi:

a.

C.

Musyawarah Komisariat selanjutnya disingkat Muskom merupakan
pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat komisariat. yang dihadiri
oleh DPK dan anggota komisariat, DPD Kabupaten/Kota serta undangan dari
DPK;

Musyawarah Komisariat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu
periode kepengurusan; dan

Muskom luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan
dan disetujui oleh setengah dari jumlah anggota di Komisariat tersebut.

Kewenangan Musyawarah Komisariat terdiri dari:

a.

Menetapkan dan menilai pelaksananan program kerja DPK serta memperbaiki
program yang berjalan untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan;

75



(4)

b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan dan atau
perkembangan organisasi ;

c. Memilih Ketua DPK; dan

d. Menetapkan program kerja DPK sebagai penjabaran garis-garis besar
program Kerja hasil Munas.

Pedoman Umum Muskom terdiri dari:

a. Muskom diselenggarakan oleh DPK;

b. Muskom dihadiri oleh utusan DPD Kabupaten/Kota serta seluruh pengurus
dan anggota di Komisariat tersebut; dan

c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini diatur dalam
peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Bagian Kesembilan
Rapat Pimpinan
Pasal 66

Dalam keadaan tertentu Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dapat
melaksanakan Rapat Pimpinan guna pengambilan keputusan yang bersifat
strategis dan sangat berdampak bagi eksistensi PPNI dan profesi keperawatan.
Rapat Pimpinan tingkat nasional diselenggarakan oleh DPP yang merupakan
Rapat Gabungan antara Pengurus Pleno DPP dengan Ketua DPW seluruh
Indonesia.

Rapat Pimpinan tingkat provinsi diselengarakan oleh DPW yang merupakan Rapat
Gabungan Pengurus Pleno DPW dengan Ketua DPD seluruh wilayah Provinsi
bersangkutan.

Rapat Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD
Kabupaten/Kota yang merupakan Rapat Gabungan Pengurus Pleno
Kabupaten/Kota dengan Ketua DPK yang berada di Kabupaten/Kota
bersangkutan.

BAB XV
PENUNDAAN DAN PERUBAHAN MUNAS, MUSWIL atau MUSDA

Bagian Kesatu
Penundaan MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM
Pasal 67

Yang dimaksud dengan penundaan adalah memundurkan waktu pelaksanaan
MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM dari waktu yang seharusnya.
Penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
bila terjadi force majeure (kahar) yang bersifat nasional, wilayah provinsi dan atau
wilayah kabupaten/kota.

Penundaan dapat dilakukan sampai dengan kahar dinyatakan selesai dan atau
diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau pemerintah
Kabupaten/Kota.
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Penundaan MUNAS, MUSWIL, MUSDA dan atau MUSKOM disertai dengan
perpanjangan masa bakti kepengurusan dalam periode berjalan.

Bagian Kedua
Perubahan MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM
Pasal 68

Yang dimaksud dengan perubahan adalah memindahkan tempat
penyelenggaraan MUNAS atau MUSWIL atau MUSDA atau MUSKOM tanpa
melakukan penundaan waktu pelaksanaan MUNAS atau MUSWIL atau MUSDA
atau MUSKOM.

Perubahan MUNAS, MUSWIL, MUSDA atau MUSKOM hanya bisa dilakukan
apabila di daerah yang telah diputuskan sebagai tuan rumah MUNAS, MUSWIL,
MUSDA, atau MUSKOM terjadi kahar dan tidak memungkinkan untuk
dilaksanakannya MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM.

Yang berwenang memutuskan terjadi kahar di daerah tersebut adalah Pemerintah
setempat sesuai dengan tingkatan.

BAB XVII
KESEKRETARIATAN DAN RUMAH TANGGA PPNI

Pasal 69

DPP PPNI, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dan DPK wajib memiliki
Sekretariat;

Sekretariat tersebut dapat berupa hak milik, sewa, kontrak ataupun pinjam pakai
dan dibuktikan dengan dokumen yang sah;

Setiap Pengurus PPNI wajib memberitahukan alamat sekretariat kepada DPP
PPNI dengan tembusan kepada pengurus di atasnya dalam wilayah provinsi
masing-masing.

BAB XVI
BADAN-BADAN LAIN

Pasal 70

Badan-badan Lain Pengurus PPNI terdiri dari:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Badan Bantuan Hukum Perawat;

Badan Pendidikan dan Pelatihan Perawat Indonesia;
Badan Penelitian dan Pengembangan;

Badan Penanggulangan Bencana; dan

Badan Usaha.
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Bagian Kesatu
Badan Bantuan Hukum Perawat
Pasal 71

Badan Bantuan Hukum Perawat (BBHP) adalah badan yang berfungsi utama
membantu PPNI berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum kepentingan
hukum anggota dalam melaksanakan praktik profesinya dan kepentingan hukum
Dewan Pengurus PPNI.

BBHP dibentuk di tingkat Pengurus Pusat, dan apabila memenuhi persyaratan
dapat dibentuk di tingkat Pengurus Provinsi.

BBHP tingkat Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPN! dan BBHP tingkat
Provinsi bertanggung jawab kepada BBHP tingkat Pusat dan DPW PPNI.

BBHP dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan DPW, DPD
dan DPK PPNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BBHP diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Kedua
Badan Pendidikan dan Pelatihan Perawat Indonesia
Pasal 72

Badan Pendidikan dan Pelatihan Perawat Indonesia (BP3l) adalah badan yang
berfungsi membantu PPNI dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
perawat.

BP3I dibentuk di tingkat Pusat dan jika memenuhi persyaratan dapat dibentuk di
tingkat Provinsi.

BP3I di tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP PPNI| dan BP3I
tingkat Provinsi dibentuk oleh DPW Provinsi atas persetujuan DPP PPNI.

BP3l tingkat Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPNI dan BP3| tingkat
Provinsi bertanggung jawab kepada BP3I tingkat Pusat dan DPW PPNI.

BP3l menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPP PPNI dan atau DPW
PPNI pada setiap bulan Desember tahun berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BP3I diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 73

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah badan yang berfungsi
membantu PPNI dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
keperawatan melalui kegiatan penelitian, publikasi iimiah dan kegiatan lainnya.
Balitbang hanya dibentuk di tingkat Pengurus Pusat.

Balitbang bertanggung jawab kepada DPP PPNI.

Balitbang dapat melakukan penelitian yang melibatkan DPW, DPD dan atau DPK
PPNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Balitbang diatur dalam Peraturan Organisasi
PPNI.
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Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana
Pasal 74

Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) adalah badan kelengkapan PPNI
dalam bidang penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana sosial,
bencana teknologi dan wabah.

BAPENA dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi dan dapat dibentuk di tingkat
Kabupaten/Kota.

BAPENA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PPNI sesuai tingkatannya.
BAPENA tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus PPNI sesuai
tingkatannya.

Dalam penanggulangan bencana nasional, BAPENA Wilayah di bawah kendali
BAPENA Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPENA diatur dalam Peraturan Organisasi
PPNI.

Bagian Kelima
Badan Usaha
Pasal 75

Badan usaha adalah badan usaha milik PPNI yang bertujuan membantu PPNI
dalam melaksanakan fungsinya.

Badan usaha dapat dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Badan usaha seperti disebut dalam ayat (2) berbentuk perseroan.

Badan usaha seperti disebut dalam ayat (3) dengan saham mayoritas (51%) wajib
dimiliki oleh PPNI.

Anggota PPNI dapat memiliki saham Badan Usaha milik PPNI.

Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha diatur dalam Peraturan Organisasi
PPNI.

BAB XVIi
PEMBIAYAAN DAN-ASET

Bagian Kesatu
luran
Pasal 76

Sumber pembiayaan PPNI| berasal dari iuran, uang pangkal dan sumber usaha
lain.

Besaran uang pangkal bagi anggota baru adalah Rp 100.000,- (seratus ribu
rupiah).

Besaran uang pangkal anggota yang bekerja di luar negeri dimana telah terbentuk
DPLN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

luran rutin anggota sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu
rupiah)/orang/tahun.
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(5) Pengalokasian uang pendaftaran dan iuran bulanan anggota ditetapkan sebagai
berikut:
a. DPP PPNI sebesar 15%
b. DPW Provinsi sebesar 20%
c. DPD Kab/Kota sebesar 33%
d. DPK sebesar 32%

(5). Komposisi alokasi uang pangkal dan iuran bulanan anggota yang bekerja di luar
negeri sebesar 80% DPLN dan 20% DPP PPNI.

(6). luran anggota disetorkan oleh anggota bersangkutan melalui rekening dengan
menggunakan sistem yang ditetapkan DPP PPNI.

Bagian Kedua
Sumber Usaha Lain
Pasal 77

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha

lain di luar PPNI yang mengatasnamakan dan atau menggunakan nama PPNI antara

lain:

(1) Pelaksana usaha yang bersangkutan 70% (tujuh puluh persen).

(2) PPNI sebanyak 30% (tiga puluh persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian sisa hasil usaha diatur dalam
Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Keuangan
Pasal 78

(1) Pengelolaan dan penggunaan dana pada setiap tingkatan organisasi dituangkan
dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Organisasi berupa
program kerja dan anggaran tahunan yang dibahas dalam Rapat Pleno.

(2) Pelaporan keuangan Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain PPNI
disampaikan kepada DPP PPNI selambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun
anggaran.

(3) Pembukuan keuangan organisasi dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember pada setiap tahunnya.

(4) Bendahara PPNI di setiap tingkatan menggali potensi pembiayaan organisasi.

(5) Bendahara PPNI di setiap tingkatan membuat laporan keuangan dan menyusun
neraca keuangan organisasi pada setiap akhir tahun, dan selambat-lambatnya
pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

(6) Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran PPNI
dilakukan audit keuangan dan aset.

(7) Audit keuangan dan aset dilakukan pada tingkat kepengurusan DPP, DPW dan
DPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

(8) Audit keuangan dan aset sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh akuntan
publik yang independen dan ditunjuk oleh DPP.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan
Organisasi PPNI.
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Bagian Keempat
Aset
Pasal 79

(1) Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang berada pada semua tingkat
kepengurusan wajib diatasnamakan PPNI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset diatur dalam Peraturan
Organisasi PPNL.

BAB XVIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 80
(1) Perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI ini
diputuskan oleh DPP PPNI.
(2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PPNI ini diatur di

dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran
Rumah Tangga.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2021
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DEWAN PENGURUS PUSAT VKAN

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA {ombega Seiftas Gatem b i

(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION) e
a Lenteng Agung N R ODE ek A e Jagaitan
Phue * 021-2271-0272, Fax - 021-2271-4959 F-Maid. dppa ppri-innp.on
AP OF

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 006/DPP.PPNI/SK/K.S/X1/2021

TENTANG
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam mengelola organisasi harus memiliki arah yang jelas
dan untuk itu perlu disusun Garis-garis Besar Program Kerja
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) periode 2021-2026
b. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) X PPNI memiliki wewenang
untuk menyusun Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode
2021-2026
¢. bahwa Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026
dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dewan Pengurus Pusat PPNI
Mengingat Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Masyarakat
3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
4, Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil Munas
IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
7. Keputusan Munas X PPNI No. 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang
Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
8. Keputusan Munas X PPNI No. 09/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang
Pembentukan Tim Perumus

N —

—

Memperhatikan Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021

2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 26 November 2021
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA PERSATUAN
PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2021-2026

KESATU :  Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026
sebagaimana terlampir.

KEDUA . Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026 sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan bagian tak terpisahkan dari
keputusan ini.
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(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan
penyempurnaan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal.

arif FAdhillah
NIRA: 31730002030

Mustikasari
NIRA: 31730001926
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GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA PPNI
PERIODE 2021-2026

Pendahuluan

Garis-Garis Besar Program Kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran-sasaran dan
langkah-langkah perjuangan organisasi dalam lima tahun mendatang dalam pencapaian tujuan
organisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan pada khususnya dan
pembangunan Nasional umumnya sekaligus untuk memenuhi tanggung jawab dan peran
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam mengisi era kesejagatan,

Garis-Garis Besar Program Kerja, sebagai berikut:

A. Garis Besar Program Kerja Bidang:

1. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
a. Organisasi
1)} penguatan organisasi pada semua struktur
2) Pemetaan, pengkawalan, dan penguatan keanggotaan
3) Pengelolaan dan pembinaan keanggotaan
4) Penguatan peran dan fungsi kolegium
5) Penguatan peran dan fungi badan kelengkapan
b. Kaderisasi
Kaderisasi kepemimpinan organisasi

2. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
a. Optimalisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
b. Pengkawalan Penyelarasan dan Pengembangan Peraturan terkait Keperawatan dan
Kesehatan

3. Bidang Pemberdayaan Politik
Pemetaan dan Pengkawalan Posisi Strategis Perawat dalam Kebangsaan dan Politik

4. Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi
a. Sistem Informasi Keanggotaan
1) Penguatan dan pengembangan aplikasi berbasis IT untuk menunjang kinerja
organisasi
2) Penguatan kapasitas kelembagaan sistem informasi-komunikasi dan pangkalan data
terintegrasi
b. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
1) Penguatan citra profesi perawat melalui berbagai media
2) Optimalisasi fungsi hubungan masyarakat (HUMAS)

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Penataan dan Pengkawalan Pendidikan Berkualitas Program Vokasi, Profesi dan Spesialis
Keperawatan
b. Rekognisi Sistem Sertifikasi Nasional dan Internasional
c¢. Penataan dan Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan
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6. Bidang Pelayanan
a. Optimalisasi implementasi pelayanan keperawatan
b. Pengembangan pelayanan keperawatan
c. Penguatan organisasi pelayanan keperawatan

7. Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri
a. Kerja Sama Dalam Negeri
1) Penguatan jejaring kerja sama antar lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintah
2) Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan Non pemerintah
b. Kerja Sama Luar Negeri
1) Optimalisasi kerja sama luar negeri
2) Penguatan leadership di kawasan ASEAN/lainnya

8. Bidang Penelitian
a. Pengembangan kapasitas penelitian PPNI
b. Optimalisasi publikasi (jurnal, prosiding, dan lain-lain)

9. Bidang Kesejahteraan
a. Optimalisasi Kesejahteraan Perawat
b. Reposisi Status Perawat sebagai Profesional dalam Sistem Ketenagakerjaan
c. Pengembangan sistem penghargaan

10. Kesekretariatan
a. Pengembangan dan pengadaan sarana dan prasana
Penataan Kearsipan
Penataan Sistem Surat-Menyurat
Penataan Jalur Komunikasi intra organisasi
Penataan dan pengawalan berbagai jenis rapat (rapat-rapat rutin)

o oo o

11. Keuangan
a. Penataan sistem keuangan organisasi
b. Penataan aset dan kepemilikan

12. MKEK
a. Optimalisasi Implementasi Kode Etik Keperawatan. Koordinasi, konsolidasi, advokasi
dan implementasi kode etik keperawatan
b. Penerapan Kode Etik pada Kurikulum Pendidikan Formal Keperawatan

Penutup
Pedoman ini merupakan arah garis-garis besar yang harus dijadikan acuan untuk pelaksanaan
program kerja kepengurusan 2021-2026.
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KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 007/DPP.PPNI/SK/K.S/X1/2021

TENTANG

REKOMENDASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a bahwa perkembangan dan perubahan di bidang kesehatan baik
dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan berpengaruh
terhadap pengembangan profesi keperawatan

b. bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) perlu
menectapkan rekomendasi PPNI  Periode 2021-2026 dalam
menyikapi perkembangan dan perubahan dimaksud huruf a

c. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) X PPNI memiliki wewenang
untuk mengeluarkan rekomendasi PPNI Periode 2021-2026
berkaitan dengan pengembangan profesi keperawatan

d. bahwa Rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 dimaksud huruf b
dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus
Pusat PPNI

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Keschatan

2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Masyarakat

3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan

4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun
2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil Munas
IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan

7. Keputusan Munas X PPNI No. 07/MUNAS-X/PPN1/2021 tentang
Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI

8. Keputusan Munas X PPNI No. 09/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang
Pembentukan Tim Perumus

—

Memperhatikan Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021

2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 26 November 2021
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : REKOMENDASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA PERIODE 2021-2026

KESATU : Menetapkan Rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 sebagaimana
terlampir.
KEDUA : Rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan
penyempurnaan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 November 2021
Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
Harif Kadhillah Mustikasari

NIRA: 31730002030 NIRA: 31730001926
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REKOMENDASI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

. Issue 1: Pendayagunaan Tenaga Keperawatan Berbasis Desa

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan
tentang perawat Desa.

2. Merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mengimplementasi
Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian
Dalam Negeri dan PPNI tentang Program satu desa satu Perawat.

3. Merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan instuksi agar
pemerintah daerah melaksanakan implementasi MoU dan Perjanjian Kerja Sama tentang
One Village One Nurse (OVON).

. Issue 2: Peluang Perawat dalam Jabatan Strategis di Pemerintahan

Rekomendasi: ‘
1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengamandemen pasal 34 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Melakukan advokasi kepada pemerintah tentang jabatan Eselon 1 bagi perawat yang tclah
memenuhi persyaratan.

2

. Issue 3: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Rekomendasi:
1. Melakukan advokasi kepada pemerintah untuk percepatan pengangkatan personal Konsil
Keperawatan.

. Issue 4: Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat

Rekomendasi:

1. Melakukan advokasi kepada pemerintah tentang besaran tunjangan perawat sesuai dengan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat.

2. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan fungsional perawat
bagi yang bekerja di lembaga pemerintahan dan non pemerintah.

. Issue 5: BPJS: Jasa Pelayanan Keperawatan

Rekomendasi:

l. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menentukan imbal jasa perawat
berdasarkan asuhan keperawatan dalam clinical pathway di fasilitas pelayanan rujukan.

2. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 19 Tahun 2014 tentang point yang diberikan untuk pembayaran dana kapitasi
BPJS, jasa pelayanan/keperawatan yang lebih baik berbasis kinerja.

3. Merekomendasikan kepada pemerintah agar praktek mandiri perawat menjadi salah satu
fasyankes yang bisa bekerja sama dengan BPIS.
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F. Issue 6: Pendidikan Keperawatan

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk berpedoman kepada Keputusan Menteri
Kesehatan HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat dalam
Menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi Keperawatan.

2. Melakukan advokasi kepada Pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi) tentang penyelenggaraan Ujian Kompetensi Perawat menjadi tanggung
jawab perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat (PPNI).

G. Issue 7: Kontinuitas Visi Pengembangan Keperawatan
Rekomendasi:
Merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberdayakan kelompok pakar keilmuan
keperawatan di Konsorsium Ilmu Keschatan (KIK) dalam pengembangan kesehatan.

H. Issue 8: Kesejahteraan Perawat

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengangkat perawat yang telah mengabdi
di fasilitas pelayanan keschatan milik pemerintah lebih dari 10 tahun untuk diangkat
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK).

2. Melakukan advokasi kepada pemerintah tentang Pengupahan Perawat yang bekerja di
sektor swasta bidang kesehatan sesuai dengan standar UMP (Upah Minimum Provinsi).
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MUSYAWARAH NASIONAL X ol e
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 05/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPN! PERIODE 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI| adalah pemegang

kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk memiiih
dan menetapkan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026

b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi dan
mengkoordinasikan seleruh kegiatan organisasi di tingkat nasional
MUNAS X PPNI memandang perlu untuk menetapkan Ketua
Umum PPNI periode 2021 - 2026

c. bahwa penetapan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026 perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI

Mengingat . 1. Undang-Undang R.l No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang
Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno IV
tentang Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum PPNI periode
2021 - 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE
2021 - 2026

PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan bahwa Saudara Dr. Harif Fadhillah,
S.Kp., S.H., M.Kep., M.H sebagai Ketua Umum PPNI periode 2021 —
2026.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PPNI periode 2021 —
2026 untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan melantik
personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis
Kehomatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021 — 2026.

KETIGA : Memberikan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X di Denpasar, Bali
untuk mengelola organisasi.
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MUSYAWARAH NASIONAL X Komia Aroditas nestona

LSSM - 039 - IDN

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

KEEMPAT : Ketua Umum berkewajiban memelihara dan menjaga serta
melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X PPNI di
Denpasar, Bali.

KELIMA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN NAMA DA TANGAN

—l

Ketua merangkap Anggota Dedi Afrizal

Wakil Ketua merangkap | Gusti Ngurah Sukadarma %ﬁ

Anggota

Sekretaris merangkap Tri Prabowo 3
Anggota

Anggota Oman Faturahman

Anggota Zuhhad 5.
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PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR. BALL 20 - 23 OKTOBER 2021

MUSYAWARAH NASIONAL X

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 05/ MUNAS-X/PPNI1/2021
Tentang

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

a. bahwa Musyawarah WNasional X PPNI adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk memilih
dan menetapkan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026

b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi dan
mengkoordinasikan seleruh kegiatan organisasi di tingkat nasional
MUNAS X PPNI memandang perlu untuk menetapkan Ketua
Umum PPNI periode 2021 - 2026

c. bahwa penetapan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026 periu
ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI

1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

2. Keputusan MUNAS [X PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI

3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI1/2021 tentang
Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno IV
tentang Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum PPNI periode
2021 - 2026

MEMUTUSKAN

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE
2021 - 2026

Menetapkan dan mengesahkan bahwa Saudara Dr. Harif Fadhiilah,
S.Kp., S.H., M.Kep., M.H sebagai Ketua Umum PPNI periode 2021 —
2026.

Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PPNI periode 2021 —
2026 untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan melantik
personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis
Kehomatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021 — 2026.

Memberikan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X di Denpasar, Bali
untuk mengelola organisasi.




KEEMPAT

Ketua

MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Umum berkewajiban memelihara dan

vV KAN

Komite Akreditasi Nastonal
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menjaga serta

melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X PPNI di
Denpasar, Bali.

KELIMA

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Musyawarah Nasional X

: Denpasar
: 22 Oktober 2021

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

JABATAN
Ketua merangkap Anggota

Wakil Ketua merangkap
Anggota

Sekretaris merangkap
Anggota

Anggota

Anggota

Pimpinan MUNAS X PPNI
NAMA
Dedi Afrizal

| Gusti Ngurah Sukadarma

Tri Prabowo

Oman Faturahman

Zuhhad

TANDA TANGAN
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 08/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PEMBENTUKAN TiM FORMATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNl adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk
membentuk Tim Formatur MUNAS X PPNI.

b. bahwa untuk melengkapi personel Pengurus Pusat PPNI periode
2021 - 2026 MUNAS X PPNI memandang perlu dilakukan
pembentukan Tim Formatur

c. bahwa pembentukan Tim Formatur periu ditetapkan dengan Surat
Keputusan MUNAS X PPNI

=N

Mengingat Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPN

3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang

Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VII yang
membahas pembentukan Tim Formatur MUNAS X PPNI
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM FORMATUR
PERTAMA . Menetapkan dan mengesahkan Tim Formatur MUNAS X PPNI

sebagai berikut :
1. Ketua merangkap Anggota : Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H.,

M.Kep., M.H
2. Anggota : Heryanto Sultan
3. Anggota : Dedi Afrizal
4. Anggota . | Gusti Ketut Ngurah Sukadarma
5. Anggota : Edi Wuryanto
6. Anggota : Sukwanto
7. Anggota : Tri Prabowo
KEDUA . Memberikan mandat kepada Tim Formmatur untuk melengkapi

personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021 — 2026.
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KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Formatur diberikan waktu
selama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan

KEEMPAT :  Apabila Tim Formmatur telah menyelesaikan tugasnya atau telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka Tim Formatur tidak
memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan bubar demi hukum

KELIMA . Apabila Tim Formatur dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak
menyelesaikan tugasnya, maka Ketua Umum PPNI terpilih
berwenang mengambil alih tugas Tim Formatur

KEENAM :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH . Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
Pimpinan MUNAS X PPNI
JABATAN NAMA TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota Dedi Afrizal

1. s
-
Wakil Ketua merangkap | Gusti Ngurah Sukadarma X 2 W

Anggota

Sekretaris merangkap Tri Prabowo 3 2/

Anggota " f
Anggota Oman Faturahman 4, ftﬁh
Anggota Zuhhad 5. .
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 09/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang : a. bahwa MUNAS X PPNI menyadari hasil-hasil MUNAS perlu
disempurnakan baik dari tata bahasa, penyusunan naskah
maupun sistematika penulisan.

b. bahwa Musyawarah Nasional X PPNl adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk
membentuk Tim Perumus hasil MUNAS X PPNI.

c. bahwa untuk menyempurnakan hasil-hasil MUNAS X PPNI perlu
dibentuk Tim Perumus.

d. bahwa pembentukan Tim Perumus periu ditetapkan dengan Surat
Keputusan MUNAS X PPNI

Mengingat > 1. Undang-Undang R.l No. 38 Tahun 2014 tentang Keperwatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS IX/PPNI/2015

tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI

3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPN}/2021 tentang
Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VIl yang
membahas pembentukan Tim Perumus hasil MUNAS X PPNI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PERUMUS

PERTAMA :  Menetapkan dan mengesahkan Tim Perumus Hasil MUNAS X PPNI
dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Anggota : Oman Faturohman
2. Anggota : Abdul Rakhmat
3. Anggota : Umar
4. Anggota : Wawan Arif Sawana
5. Anggota : Mustikasari
6. Anggota : Subhan
7. Anggota : Edy Wuryanto
8. Anggota : Edi Sukamto
9. Anggota : Suharsi
10. Anggota : Hasinuddin
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KEDUA :  Memberikan mandat kepada Tim Perumus untuk mengkompilasi dan
menyempumakan hasil MUNAS X PPNI yang meliputi cara penulisan,
penggunaan tata bahasa, akan tetapi tidak berwenang mengubah
substansi.

KETIGA . Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perumus bertanggung jawab
kepada Pengurus Pusat periode 2021 — 2026 dan diberikan waktu
untuk menyelesaikan tugasnya selama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak keputusan ditetapkan.

KEEMPAT . Apabila Tim Perumus telah menyelesaikan tugasnya atau telah
melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka Tim Perumus tidak
memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan bubar demi hukum.

KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM . Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN NAMA TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota Dedi Afrizal 1. — .
/| "
Wakil Ketua merangkap I Gusti Ngurah Sukadarma ex 2 —76'*73
Anggota ( )
Sekretaris merangkap Tri Prabowo M\
Anggota 2z

Anggota Oman Faturahman

Anggota Zuhhad 5.
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DEWAN PENGURUS PUSAT VKAN

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA e rscnes evons
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION) A

Address: B Raya Lenteng A un Ne. 64 R1 006 Rw (08, Lenteng Agung, Jagskarsa, Jakaria Selntan - 1261

A
Phone : 021-2271-0272, Fax : U21-2271-4950 E-Mayl; dppla ppni-nng org \‘
wWww ppni-innu.org I
\P:,"’

e —:
KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 001/DPP.PPNI/SK/K/X1/2021

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN
PUSAT DAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

Menimbang a. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan
Keputusan organisasi tertinggi dalam menentukan arah dan
kebijakan nasional Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
serta diberikan wewenang untuk memilih dan menetapkan Ketua
Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI

b bahwa Munas X PPNI telah menetapkan Ketua UImum DPP PPNI
Periode 2021-2026 dan membentuk tim formatur untuk menyusun
kepengurusan secara lengkap Personalia Dewan Pengurus Pusat,
Dewan Pertimbangan Pusat  dan  Majelis Kehormaan  Edk
Keperawatan Pusat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang
ada

¢  bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan
Pugat dan Majelic Kehormatan Fuk Keperawatan Pusat perlu
ditctapkan dalam Surat Keputusan DPP PPNI

Mengingal I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tcntany Orgamsass
Kemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

[ 3]

3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

4 Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Nomor
AHU 93 AH.01.07. tahun 2012 tentang Pengesahan Radan Hukum
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

5 Keputusan MUNAS X PPNI Nomor 08/MUNAS-X/PPNI/2021

tentang Pembentukan Tim Formatur
6 Keputusan MUNAS X PPNI Nomor 09/MUNAS-X/PPNI/202]
tentang Pembentukan Tim Perumus

Berita Acara Tim Formatur tanggal 4 November 202
Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021

Memperhatikan

(28]
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Address JI. Raya Lenteng Aguug No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagaharsa, Jakisra Selatan - 126 4’&}_&

Phone : 021-2271-0272. Fax : 021-2271-4959 E-Ajail dpp'a ppmi-inna org
WWW ppni-inna.org \ i

w

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS
PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT DAN MAJELIS
KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT PERSATUAN
PERAWAT NASIONAL INDONFSIA PFRIODF 2021-2026

KESATU Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat
dan Majelis Kehormatan Ftik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-
2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
keputusan ini

KEDUA Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan
Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-2026
scbagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai
tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya
masa jabatan Ketua Umum DPP PPNI Periode 2021-2026

KETIGA Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis
Kehormatan Etik  Keperawatan Pusat  PPNI  periode 2021-2026
bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI

KEEMPAT Dewan Pengurus DPusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI peniode 2021-2026 melalw
Ketua Umum Dewan Penguius Pusat PPNl memberikan Laporan
Pertanggungjawaban Kepengurusan kepada Musyawarah Nasional PPNI

KELIMA Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis
Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNl periode 2021-2026
berkewajiban melaksanakan Keputusan MUNAS X PPNl serta
melaksanakan tugas dan fungsinva sesuai dengan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga PPNI serta Peraturan dan Pedoman Organisasi

PPNI
KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETUJUH Apabila di kemudian han terdapat kekeliruan dalam penetapan surat

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal = 19 November 2021
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DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)

Address 11 Raya Lenteng Agung No 64 Rt (06 Rw MK, Lemnieng Agung, Jagakarsa, Jakasta Selainn - 12610
Phone * 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dppéd ppni-inna org
WWW,PU-i003 Org

TR .;1-‘

oy

£

Lampiran: Surat Keputusan Nomor 004 DPP PPNTSK K XT2021 reniang Susunan Personalia

Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pernmbangan Pusar dan Majelis Kehormatan Eiik
Keperawaian Pusat Persatuan Perawar Nasional Indonesta Periode 2021-2026

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

' 4. Oman Falhurohman

NO. NAMA JABATAN

| Dedi Affizal Ketua DPP Bldan_g_()_réé}@ dan Kaderisasi |

2. Rohman Azzam o Ketua DP'P—B;aEEEQTs_teIﬁ Informasi dan =
Komunikasi g

3 | Rasmudjito ' Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang- !

] Agung Wd]ll) o

undangan

Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik
‘Ketua DPP Bidang Kerja Sama Dalam Negen dan
Luar Negen

6 Miciko Umeda  Ketua DPP Bldang Pendidikan dan Pelatihan

7. | Mohammad Iatkhul Mubin . Kctua DPP Bidang Penelitian - '
; 8 Erwin [ Ketua DPP Brclallg I’clayanan B |
o | \4aryanto _ Ketua DPP Bidang Kesejahter_aan |

10. | Mustikasari Sekretaris Jenderal
1 : Untung Su;nanto - i""iekrétarisl__ - : -

12. | Ahmad Lru b‘ipmdm Sekretaris |1 B B

13| Irna Nursanti Sel\retdns lll - - i
14 Apn Sunadi - Bendahara l1mum ——_ ) ]
15 I‘ajar Tri A;h" Bendahara 1 -

16 Budnman __ _ Bendahara 11 i

N Koordmator Wllayah

17  Umar i Wllay ah 1 (Sumatem)

I8, | Iri Prabowo Wilayah 1T (Jawa) . N

19. | I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma | Wilayah I11 (Bali, NTB.NTT) '
20 | Abd Rahman ] Wilayah 1V (Kalinlantz{n-) - _—_

21 | Fajrillah Kolomboy Malonda Iw.ldyah V (Sulawesi)
S22 Hery Jotlely - W 1la).';r\_l_(?\_4altxku dan Maluku Utara) o

23 |Isak JH Tukavo Wilayah VI (Papua dan Papua Barat)
| | |
24 ': Abdul Rakhmat ' Ketua Dep'memen Organisasi _ |

25 Jajat Sudrajat N I Anggota -

26| Saywi | Anggoln |
27 | lwan _ ~ Anggota ]
28 | Purbianto Anggota |
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Address: J1 Rava Lentenie Agung No. 64 Rt 006 Ry 001, Lenteng Agunit, Jagakarsa, Jukana Selatap - 12610
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SIM e o

Phone 1 021-2271-0272. Fax : 021-2271-4959 E-Mul dppla ppui-inns.org

WWW ppni-inng,org

29 | Wawan Arif SawamT____ | Ketua Departemen Kaderisasi |
:__j_o__ ulﬁ\y_aya.x} Suardana | Anggota -
| 3L | Anf Wijaya 4 Anggota . .
| 32 | Sapril Anggota
33. ‘ Nano Sai)ria_tnn —_}\nggota - -
" 34 | Jasmen Osz_i_k_Haholongan Nadeak Ketua .Departemetmukum dan Pcrundang;—_
' undangan
35. | Maulina Doloksaribu | Anggota
36. | Ahmad Efendi Kasim | Anggota o
5- 37. | Purkon _‘ Angg_ota__ |
|38 | Nugroho Lelono N | Anggota
T30 ] Heryanto o Ketua Departemen Pem'berda_yéan Politik [
40 |1 Made Sundayana ~ [Anggota B |
"4-1_. l_lfarﬂoltlo_ - | Anggota . B .
42. | Puji Sartono | Anggota ]
B Winamo v - = |
| - T A [
44, Sukwanto - Ketua Nepartemen K_erja Sama Dalam Negeri _‘
45 | Ahmad Darajat - Anggmz; T
| 46 | Mundakir | Anggota -
47 | Subhan Anggota
48 | Desrinah Harahap _:_Anggolg— - :
49 | Nuniek Noorfiani Keth_a_l)_cf);rgﬁl_en Ke_rj_a'géma Luar Negeri |
_— 50 | Imami Nur Rachmawai 4 ;\n_ggot_a ] o
s [ Yektiningtyastuti Anggota B -
| 52, | Siti Nurlaela ~ |Anggon
| 53 | Edin 1fadah | Angguta . . -
| ' }
| 54 i Nani Rukmanah | Ketua 6epanémen Pendidikan dan__l’elatillaﬁ_
| 55 | Ahsan | Anggota N
. 56 | Aemilianus Mau | Anggota |
"S7 | Emawat | Anggo - |
58 M Yamn | Anggota N |
50 | Flsi Dwi Hapsari - | Ketua Depa?tjemen Penelitian
60 | Sri Rejeki | Anggota B
61 | Rr Tutik Sri Haryati " Anggota - !
'_62 Eni Nur'aini Agusim _A_rﬁ.x,g,ota_ - ) |i
| 63 | Evi Karota Bukit Anggota B
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PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA Lontage Ser s S e C

Lomesgs Su‘ -\uJ\e-IrII

(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION) g2

Address J1, Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw G0% Lemeng Agung, Jagskarsa. Jaharts Selatan - 12610 ~

Phone : u21-227 10272, Fax 5 021-2271-4959 F-Mail: dpp Hippmi-inna.org
WWW.ppni-inna.org

M

64 | T_z;t_am. Sutisna N _ l Ketua De_partemen Sistem Informasi Keanggotaarr
65. | Smgglh Pambudx | Anggota
66, | | M. Hasinuddin ] K'nggota i ey F
67 Glur Hargmna o Anggola :
68 | Asep Sards _ . | Anggota o T
69 | Yei Resnayati Kectua Departemen Komunikasi dén—lzmn_gan J
Masyarakat
L 70. | La Ode Abd Rahman . Anggota B ) __ -
71 | Achirman Anggota
72. | Fauzan Adriansah - T"Anggola o [
|73 ] Jon Welliam Tangka - | Anggota ‘ _:5 ]
74 b|gn Mulyono - Ketua Departemen Pelayanan ]
:;’5 MG Enny Mhlyatsih Anggota __ B . - I
76 | Muhamad Adam - Anggota B |
L_—-77- Suriadi [ Aqgg_oza—__-__ _ __ __lr
78. | CH Sn Ha;yan_ti -Mar_sigfg—i_Ang,v_got_a_ -
I
_79_"_3\4011 Andi Irwan Kctua Depancmen Kesejahteraan
80. F_aj ar Susanti \nagota
81 Asep Gunawan . l Anggota B -
"_8_2" l Atik Hodikoh ‘ Anggota
| 8 | Mahyulis | Anggota

Ditetapkan di - Jakarta
pada tanggal = 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
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(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIA FMON)
Address: J Raya Lenteng Agung No 64 Rt 006 R 00§ Lentonyg Aguny, Jugakars, Jakarta Selan
Phone : 021.2271-0272, Fax : 021-2271-3959 F-Muil- dpplii ppoiainna org
WIWW Npni-inna.o

DEWAN PENGURUS PUSAT VKAN

Lampiran. Surat Keputusan Nomor 001 DPPP PPNI SK K/X12021 temiang Susunan Personaliu
Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormaran Fuk
Keperawatan Pusar Percaman Pevawat Nasional Indonesia Periode 2021-202¢6

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

| NO. | NAMA [ JABATAN ]
! l—_Edy WT&';m—'o [ Ketua N :j
2 | Awan Dramawan Wakil Ketua - B
3| Hajjul Kamil ' | Sekretaris -/
:4-.' | Husain o | Anggota ) _ . _i
5 Herawani Aziz Anggota B 1
6 __/Ttl Surya-lﬁzc-ﬁa\\.f_atri : 1 An;ggota
7 __*_ Suhartati _ - _;_An_g__%gta_~

Ditetapkan di = Jakarta
pada tanggal : 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
erawat Nasional Indonesia
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PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA diiedoreivigmllariog

T SETMas Satah ML,

(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION) R

Address JI Raya Lenteng Agung No. 6 Rt 006 Rw 008, Le CIHeng Agung. Jagakarsa, Jukura Selstan - 12610
Phone - 021-2271-0272. Fax - 021.22714950 l'-‘wml:dpp.-rppm-mna.org
Www.ppni-iana org
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Lampiran: Surat Keputusan Nomor 001 DPP PPNLSK/K'X1/2021 reniang Susunan Personalia

Lewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusar dan Mayelis Kehormatan I-tik
Keperawatan Pusat Persatuan Peravwat Nasional Indonesiu Periode 2021-20246

SUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

PERIODE 2021-2026
'No. T NamMa [ JABATAN -
"1 [Sumijaun | Kewa N
2. Sutrisno — . al_ul_l(e.t(m_ ) R = ]
3T Yam Srlyam V __ Sckrctan_s S __- ____M
‘_iﬂ Agnes Ely Krisdarlina | Wakil ﬂel\relanc_ - o |
.5 _J_IZewa Ag,ung, K Sudarsana Anggma ) - - —l
6 Muchlis D]allam Anggola o |
7. | Edi Sukamto Ang,g,ola - ]
'8 Rono Adam . Anggota - N
o Masn Ers Mardjulu | Anggota o - B
Ditetapkan di  Jakarta
pada tanggal 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawal Nasional Indonesia
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KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 10/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

TUAN RUMAH MUSYAWARAH NASIONAL XI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

Menimbang . a. bahwa MUNAS X PPNl menyadari musyawarah nasional
merupakan perhelatan organisasi tetinggi dan terbesar yang
memerlukan persiapan yang cukup panjang.

b. bahwa untuk terlaksana dan lancamya kegiatan Musyawarah
Nasional PPNI diperlukan adanya tuan rumah vyang
bertanggungjawab tersedianya fasilitas dan tempat
penyelenggaraan yang memadai.

c. bahwa Musyawarah Nasional X PPNl adalah pemegang
kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk
menentukan Tuan Rumah MUNAS X! PPNI.

d. bahwa Tuan Rumah MUNAS XI PPNI perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan MUNAS X PPNI

Mengingat : 1. Undang_Undang RI. No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015
tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang
Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI

Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VIII yang
membahas penentuan Tuan Rumah MUNAS XI PPNI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : NOMINASI TUAN RUMAH MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)

PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan Dewan Pengurus Wilayah PPNI
Provinsi Bengkulu sebagai Nominasi Tuan Rumah MUNAS Xi PPNI

KEDUA © Memberikan wewenang kepada Dewan Pengurus Pusat PPNI untuk
memutuskan dan menetapkan Tuan Rumah MUNAS X PPNI
berdasarkan hasil kajian kelayakan dari nominasi seperti yang
tersebut pada diktum pertama keputusan ini.

KETIGA . Penilaian kelayakan sebagai tuan rumah dilakukan paling lambat
pada tahun ke-3 periode kepengurusan DPP PPNI Tahun 2021-2026
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yang meliputi penilaian dukungan fasilitas, infrastruktur dan pemangku
kepentingan pada wilayah setempat.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

—_—

Ketua merangkap Anggota Dedi Afrizal

) < i
Wakil Ketua merangkap | Gusti Ngurah Sukadama 2 (ECW ;

Anggota

w

Sekretaris merangkap Tri Prabowo
Anggota

\‘\“' f%
Anggota Oman Faturahman 4, ‘(/ !
Anggota Zuhhad 5. I; (i E /
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